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Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

(Q.S Al-Bagarah: 245)"

!Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Hikmah. Bandung: CV Penerbit

Diponegoro.
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ABSTRAK

Angkilan adalah praktik utang piutang uang yang dibayar
dengan gabah pada saat panen. Praktik utang piutang ini berawal dari
adanya perjanjian antara petani dengan pedagang maupun buruh yang
membutuhkan gabah untuk kebutuhannya sehari-hari. Dalam
praktiknya angkilan dilakukan oleh petani sebagai Debitur dengan
pedagang maupun buruh sebagai Kreditur, dengan kesepakatan jika
petani utang uang harus dibayar dengan gabah. Ukuran gabah yang
telah disepakati yaitu kwintalan, dengan harga gabah disesuaikan
dengan harga gabah pada saat panen.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada
bagaimana paktik angkilan yang dilakukan oleh masyarakat desa
Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, dan bagaimana
pandangan hukum Islam terhadap praktik Angkilan yang ada di Desa
Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Adapun tujuan penulis
melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas
praktik angkilan di desa Sidoluhur dan bagaimana status hukumnya
dalam Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk dalam bentuk
penelitian normatif empiris. Adapun objek penelitian ini adalah
praktik Angkilan di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data
primer yaitu dari masyarakat pelaku angkilan, dan sekunder yaitu
yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data
yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Serta Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis adalah,
bahwa praktik angkilan dilakukan oleh masyarakat desa Sidoluhur
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, khususnya petani dengan pedagang
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atau warga. Dimana petani utang kepada buruh sejumlah uang dan
pembayaran dilakukan dengan gabah ketika panen. Dalam hukum
Islam praktik angkilan sudah memenuhi rukun dan syarat dalam utang
piutang menurut Islam (Qard), sehingga praktik ini boleh dilakukan
karena dalam praktiknya Angkilan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan bukan untuk mengambil keuntungan. Mengenai adanya
ketidakjelasan pada kualitas, hal ini tidak menjadi permasalahan
karena para pihak tidak merasa keberatan dan saling ridla satu sama
lain, selain itu adanya kelebihan maupun kekurangan dalam
pembayaran tidak termasuk riba karena adanya kelebihan maupun
kekurangan tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Kata Kunci: Angkilan, Qard, Gabah, Hukum Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

l. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu
seorang manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain.
Dalam memenuhi kehidupannya manusia tidak cukup
dengan kemampuan dirinya sendiri, tetapi ada beberapa
kebutuhan yang membutuhkan bantuan orang lain.
Hubungan antara satu orang dengan orang lain ini bisa di
sebut dengan Muamalah. Menurut pendapat Al-Dimyati
muamalah adalah: AN Lesw g geddll  Juaail)
(menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya
masalah ukhrawi).! Muamalah adalah segala peraturan
yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia

dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Sebagaimana yang di jelaskan di atas bahwa
manusia dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan
manusia lain untuk mencapai suatu tujuan, baik tujuan
dunia maupun akhirat. Untuk itu Allah memberikan suatu
hukum yang hukum tersebut secara khusus mengatur

hubungan manusia dengan manusia lain, yaitu yang

! Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), him. 1.



termuat dalam Figh Muamalah. Adapun ruang lingkup
figh muamalah salah satunya membahas tentang Qard
(utang). Adanya suatu hukum tentu ada tujuan, dalam hal
ini tujuan di aturnya hubungan antara manusia dengan

manusia adalah untuk mencapai kemaslahatan.?

Utang piutang merupakan sesuatu yang tidak
asing lagi di kalangan masyarakat. Hal tersebut menjadi
salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuhannya. Utang piutang merupakan suatu
kegiatan dimana antara seseorang yang membutuhkan
pertolongan bertemu dengan orang yang mau memberi
pertolongan, atau dengan kata lain utang piutang di sini
merupakan suatu kegiatan tolong menolong antara satu
orang dengan orang lain. Pada dasarnya seseorang
melakukan utang piutang karena seseorang tersebut dalam
keadaan terdesak sangat membutuhkan sesuatu. Oleh
karena sifatnya yang tolong menolong, utang piutang
merupakan sesuatu yang terpuji. Sebagaimana firman
Allah dalam surat al-Hadid ayat 11:

2 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, cet. I, 2008), him. 2.
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Artinya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah
pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan
(balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan
memperoleh pahala yang banyak.®

Sebagaimana yang terkandung dalam ayat di atas
bahwa memberi pertolongan kepada orang yang
membutuhkan pertolongan atau pinjaman adalah suatu
perbuatan terpuji, maka akan dilipatgandakan apa yang
telah dilakukannya dengan penuh keikhlasan.* Sehingga
apabila memberi pinjaman atau menolong sesama maka

Allah akan memberikan pahala yang mulia.

Utang piutang dalam Islam di sebut juga dengan
Qard, yaitu meminjamkan harta kepada orang lain
dengan tanpa mengharap imbalan. Dalam Figh Qard
dikategorikan sebagai Aqd tathawwu’ artinya akad yang

saling membantu, bukan dengan tujuan komersial.

% Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al-Hadid ayat 11, (Bandung:

Diponegoro), him. 538

* M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta Lentera Hati, 2002),
him. 420.



Sehingga utang piutang dapat dikatakan sebagai suatu
amalan yang baik apabila di dasarkan atas akad diatas,
yaitu semua yang dilakukan dengan tujuan tolong
menolong, bukan untuk mendapatkan keuntungan.
Sehingga untuk mencapai tujuan yang baik, gard juga
harus dilakukan dengan baik sebagaimana yang telah
diatur dalam hukum bermuamalah. Tujuan utama
transaksi gard adalah belas kasihan dan mengharap
pahala dari Allah, maka pihak kreditur atau yang
memberi piutang tidak boleh memberikan pinjaman
dengan persyaratan adanya tambahan.’

Praktik utang piutang sudah banyak berlaku di
masyarakat, bahkan dengan cara-cara tertentu yang
timbul karena kebiasaan di masyarakat tersebut, misalnya
praktik Angkilan. Angkilan merupakan suatu kebiasaan
yang berlaku di Desa Sidoluhur, Kec. Jaken, Pati. Desa
Sidoluhur merupakan suatu desa yang masyarakatnya
mayoritas bermatapencaharian sebagai petani, pedagang,
dan buruh. Mengingat semakin banyaknya kebutuhan
hidup, mereka beranggapan bahwa hanya bertani atau
berdagang saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai cara

® Agus Rijal, Utang Halal, Utang Haram, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2013), him 155.
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mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam
jangka waktu tertentu, salah satu cara yang sering mereka
andalkan yaitu meminjam uang kepada orang lain atau
berutang. Utang piutang yang berlaku di masyarakat desa
tersebut merupakan utang uang Yyang dikembalikan
dengan gabah basah ketika panen. Hal ini tentu sangat
memudahkan bagi para petani, selain mempunyai waktu
pengembalian yang longgar, mereka juga akan lebih
mudah untuk membayarnya karena dilihat dari
penghasilan mereka sendiri yaitu berupa gabah. Dan
kebiasaan tersebut warga masyarakat desa Sidoluhur
menyebutnya dengan istilah Angkilan (utang).

Angkilan adalah praktik utang piutang uang yang
di bayar dengan gabah pada saat panen, dengan ketentuan
kwintalan, yaitu Jika petani melakukan Angkilan di awal
memulai menggarap sawah, harga satu kwintal gabah
disetarakan dengan uang senilai Rp. 250.000, tetapi jika
Angkilan dilakukan di tengah-tengah menggarap sawah
atau sudah mendekati saat panen, harga disetarakan
dengan uang Rp. 300.000 dan pada saat pengembalian
atau panen harga 1 kwintal gabah mengikuti harga gabah
saat itu. Padahal harga gabah setiap musim berbeda-beda,
sehingga apabila harga disesuaikan dengan harga gabah

saat panen, banyak kemungkinan terjadinya perbedaan



harga pada saat utang dan pada saat pembayaran utang.
Perbedaan ini dapat mengakibatkan adanya kerugian
maupun keuntungan bagi masing-masing pihak yang
bertransaksi. Terjadi kerugian bagi orang yang
berpiutang, apabila harga gabah pada saat panen turun,
dan terjadi keuntungan bagi yang berpiutang jika harga
gabah pada saat panen naik, karena jika diuangkan harga
gabah akan lebih mahal daripada harga ketika utang.
Begitupun sebaliknya apabila orang yang berpiutang
untung maka orang yang utang akan rugi, karena
membayar utang lebih banyak dari uang yang diutang.
Contoh, Ibu Sari utang kepada bapak Lasi berupa uang
sejumlah Rp. 250.000 untuk keperluan membeli bibit
padi. Dalam perjanjian ibu Sari dan bapak Lasi telah
sepakat bahwa utang tersebut akan dibayar dengan gabah
1 kwintal, dengan harga gabah saat itu Rp. 380.000.
Seperti kebiasaan di desa tersebut bahwa gabah yang
dijadikan pembayaran adalah berupa gabah yang masih
basah dan untuk memudahkan dalam pengembalian
biasanya petani melakukan pembayaran tanpa ditimbang
terlebih dahulu, akan tetapi hanya menggunakan ukuran
karung, yaitu 1 karung gabah dianggap sebagai 50 kg,
jadi jika ibu Sari utang uang Rp. 250.000 maka beliau
harus membayar dengan gabah 2 karung atau 1 kwintal.

Pada saat panen (18 February 2018) ibu Sari membayar
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utangnya berupa 1 kwintal gabah, yaitu dengan gabah 3
karung. Harga gabah pada saat itu adalah Rp. 380.000.
Jika dihitung setelah gabah kering, satu Kwintal gabah
tersebut memiliki berat 80 Kg. jadi total uang yang
diterima bapak Lasi dari transaksi tersebut adalah Rp.
3.800 x 80 Kg = Rp. 304.000. sehingga jika dilihat dari
jumlah uang yang diutang oleh Ibu Sari yaitu Rp.
250.000 maka bapak Lasi mendapat keuntungan sebesar
Rp. 54.000.°

Selain soal harga orang yang berpiutang juga
sering mengalami kerugian ketika gabah yang dijadikan
pembayaran utang kurang baik dari segi kualitasnya,
misalnya tanaman padinya roboh sebelum panen,
sehingga menyebabkan beras yang dihasilkan akan lebih
hitam, maka jika diuangkan orang yang berpiutang akan
rugi karena beras dibeli dengan harga murah.” Hal ini
terjadi karena, gabah tidak ditentukan kriterianya oleh
para pihak, sehingga terlihat adanya sesuatu yang gharar
(ketidakjelasan). Contoh, Ibu Ngasinah utang kepada ibu
Dami berupa uang sejumlah Rp. 300.000 untuk keperluan

sekolah anaknya, dalam perjanjian ibu Ngasinah dan ibu

® Hasil wawancara dengan bapak Lasi (seorang kreditur) di
rumahnya, pada tanggal 18 February 2018.

" Hasil wawancara dengan Bapak Sudiyono (seorang petani) di
rumahnya, Desa Sidoluhur, senin 12 February 2018.



Dami telah sepakat bahwa utang tersebut akan dibayar
dengan gabah 1 kwintal pada saat panen dengan harga
gabah saat itu. Seperti kebiasaan di desa tersebut bahwa
gabah yang dijadikan pembayaran adalah berupa gabah
yang masih basah dan untuk memudahkan dalam
pengembalian biasanya petani melakukan pembayaran
tanpa ditimbang terlebih dahulu, akan tetapi hanya
menggunakan ukuran karung, vyaitu 1 karung gabah
dianggap sebagai 50 kg, jadi jika ibu Ngasinah utang
uang Rp. 300.000 maka beliau harus membayar dengan
gabah 2 karung atau 1 kwintal. Pada saat panen ibu
Ngasinah membayar utangnya berupa 1 kwintal gabah,
akan tetapi karena beliau merasa kualitas gabahnya
kurang baik, maka akhirnya memutuskan untuk
ditimbang terlebih dahulu, setelah ditimbang 1 karung
gabah memiliki berat 40 kg, jadi ibu Ngasinah membayar
utangnya dengan gabah 2,5 karung yaitu 1 kwintal gabah
basah. Adapun harga gabah pada saat itu adalah Rp.
380.000, jadi jika dihitung setelah gabah kering, maka
dua setengah karung gabah beratnya tinggal 75 kg. jadi
secara perhitungannya ibu Dami mendapat uang hasil
pembayaran utangnya dengan gabah tersebut senilai Rp.
3.800 x 75 Kg = Rp. 285.000. sehingga berdasarkan



harga gabah waktu pengembalian, ibu Dami mengalami

kerugian uang senilai Rp. 15.000.2

Cara seperti ini berlaku bahkan telah menjadi
kebiasaan di masyarakat desa tersebut, meskipun salah
satu pihak ada yang dirugikan. Adapun dasar yang
dijadikan pedoman dalam utang piutang dengan sistem
pembayaran dalam jangka waktu tertentu, sebagai
berikut:

e sl (BT Ol 4 GG Y 2 ot ) o3l (B a8 B J8
b i VJ b aealiyd

“Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi

utang hingga waktu tertentu, “hal itu tidak

mengapa, meskipun dia memberikan yang lebih

baik dari dirham miliknya selama tidak

mensyaratkannya (dalam akad)”.’

Sehingga dari hadits di atas jika utang piutang
atau jual beli (tukar menukar) dengan barang berbeda,
transaksi akan menjadi sah apabila ditentukan takarannya
dengan pasti, dan dalam satu waktu tertentu. Takaran

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam

® Hasil Wawancara dengan lbu Ngasinah (seorang Debitur), di
rumahnya, minggu 18 February 2018.

° Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani, Fathul Baari Syarah
Shahih Al-Bukhari, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid
13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010hIm. 407.
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bertransaksi, karena takaran merupakan alat untuk
mengukur kadar, berat atau harga barang tersebut. Dalam
berbisnis, Nabi SAW, menganut prinsip yang sesuai
dalam firman Allah dalam surat an-nisa ayat 29, transaksi
yang dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, serta
menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan disertai
tindakan yang tidak saling mendzalimi. Kejujuran dan
keadilan dalam berbisnis merupakan pokok-pokok ajaran
islam yang sangat utama.’® Oleh karena itu setiap
transaksi dalam muamalah harus menerapkan prinsip-
prinsip tersebut. Melihat adanya Kkebiasaan yang
berkembang di desa tersebut, tampak adanya suatu
problem dalam bermuamalah yang belum jelas mengenai
jumlah pengembalian utang dengan gabah karena adanya
kerugian disalah satu pihak. Sehingga penulis telah
melakukan sebuah penelitian di desa tersebut, dengan
judul  TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR
KECAMATAN JAKEN KABUPATEN PATI.

1. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik Angkilan yang ada di Desa

Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati?

10 jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), him. 62.
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik
Angkilan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken
Kabupaten Pati ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang di paparkan di

atas, tujuan penelitian ini dimaksudkan :

1. Untuk memperoleh  gambaran  mengenai
bagaimana praktik angkilan, apasaja faktor yang
mendorong masyarakat melakukan praktik
Angkilan dan untuk mengetahui bagaimana
masyarakat tersebut dalam melakukan
pembayaran utang dengan gabah pada praktik
Angkilan;

2. Untuk memperoleh gambaran tinjauan hukum
Islam terhadap pembayaran utang dengan gabah
pada praktik Angkilan di desa Sidoluhur,

Kecamatan Jaken, Pati.

Telaah Pustaka

Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah,
berikut akan penulis kemukakan sekilas dari gambaran
sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian
kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis

gunakan sebagai bahan rujukan diantaranya:
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Skripsi Ariska Dewi Novitasari, NIM 12380009,
mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016,
dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang
Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan
Kauman Kabupaten Ponorogo. Di dalam skripsinya yang
menjadi pokok permasalahan adalah adanya suatu
perjanjian antara pengepul dan petani, bahwa pengepul
mau memberi utang kapan saja akan tetapi dia memberi
nilai tukar lebih rendah dari harga pasaran, yaitu selisih £
Rp. 1000,00 per Kg, sehingga petani membayar gabah
lebih banyak dari nilai utangnya.'*

Skripsi Akhmad Nurokhman, NIM: 03360160,
dari jurusan Muamalah UIN Sunan Kaijaga, yang
berjudul Hutang Uang di Bayar Genteng pada Masyarakat
Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen. Dalam
penelitiannya lebih memfokuskan pada praktik tersebut
terdapat ketentuan bahwa hitungan harga genteng yang
diberikan kepada orang yang berutang lebih murah
daripada orang yang membeli tanpa memberikan
pinjaman. Misalnya harga genteng dipasaran pabrik Rp.
1000 per-biji orang yang berutang diberikan harga Rp.
900 per-biji. Selain itu orang yang berutang juga dilarang

' Ariska Dewi Novitasari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hutang

Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten
Ponorogo, Skripsi UIN Sunan Kalijaga yogyakarta, 2016.



13

untuk menjual hasil produksi gentengnya kepada orang
lain sebelum melunasi hutangnya.*?

Skripsi oleh Siti Nur Cahyati, NIM: 052311023,
Mahasiswa Muamalah IAIN Walisongo Semarang,
dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo, Kec.
Tegowanu, Grobogan. Dalam penelitiannya lebih
memfokuskan pada adanya perjanjian di awal berupa
tambahan, yaitu bahwa dalam perjanjian Nguyang petani
meminjam uang kepada penguyang untuk menggarap
sawah, utang tersebut akan dibayar dengan padi dengan
standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Dan
apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu
jatuh tempo (panen) maka padi tersebut diberikan pada
panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi.”

Skripsi oleh Edy Suhendro, mahasiswa Muamalah
UIN Walisongo Semarang, dengan judul Analisis Hukum
Islam tentang utang-piutang degan Sistem ljon (Studi
Kasus: Desa Jolotigo, kec. Talun, Pekalongan). Yang
menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah

perjanjian antara petani dengan tengkulak, yang mana

12 Akhmad Nurokhman, Hutang Uang di Bayar Genteng pada
Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Skripsi, UIN
Sunan Kaijaga, Yogyakarta, 2010.

" Siti Nur Cahyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian
Nguyang dan Pelaksanaannya di Desa Tlogorejo, Kec. Tegowanu,
Grobogan, Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
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petani meminjam wuang kepada tengkulak untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Uang tersebut akan
dibayar dengan hasil panen kemudian dikalikan dengan
jumlah uang yang dipinjam. Dalam perjanjian ini
dianggap ada yang merasa dirugikan, karena hasil panen
tidak selalu sama disetiap periode.**

Yuswalina, dengan judul Hutang Piutang dalam
Perspektif Figh Muamalah di Desa Ujung Tanjung, Kec.
Banyuasin 111, Banyuasin, Jurnal Intizar vol. 19, No. 2,
2013. Yang menyatakan bahwa dalam utang-piutang
beras di Desa Ujung Tanjung, Banyuasin pembayarannya
adalah dengan adanya kelebihan dari pihak yang
berhutang, sudah dianggap sebagai sesuatu yang biasa,
karena ini sudah menjadi tradisi yang telah ada secara
turun temurun. Adanya tambahan dalam utang piutang
tersebut dalam perspektif figh muamalah merupakan
termasuk dalam kategori riba Qardl yaitu meminjamkan
barang dengan mengambil tambahan, sehingga merugikan

pihak yang berutang."

* Edy Suhendro, Analisis Hukum Islam tentang utang-piutang
degan Sistem ljon (Studi Kasus: Desa Jolotigo, kec. Talun, Pekalongan),
Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2014.

' Yuswalina, Hutang Piutang dalam Perspektif Figh Muamalah di
Desa Ujung Tanjung, Kec. Banyuasin 111, Banyuasin, Jurnal Intizar vol. 19,
No. 2, 2013.
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Syufa’at, “Implementasi Maqashid Al-Shari’ah
dalam Hukum Ekonomi Islam, Al-Ahkam (jurnal Hukum
Islam) Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013. Dalam jurnal
ini menjelaskan tentang bagaimana pentingnya Magashid
Al-Syariah dalam hukum ekonomi Islam, konsep ini dapat
diketahui bahwa maksud dan tujuan Allah membuat suatu
hukum atau ketentuan hanyalah demi kemaslahatan
manusia. Dengan demikian konsep magashid al-syariah
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menghadapi
berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi, baik yang
bersifat teoritis maupun praktis. Misalnya dalam
menentukan hukum riba, bentuk penafsiran hukum riba
dalam perbanksan Syariah telah jauh dari sinaran-sinaran
prinsip magashid syariah seperti keadilan, kejujuran dan
kesetaraan sebagai tujuan ditetapkannya hukum haramnya
riba. Tidak hanya di dalam perbankan, di masyarakat yang
melakukan suatu transaksi meskipun tidak menunjukkan
adanya bunga secara langsung, tetapi mengarah kepada

adanya ketidakadilan, maka dikategorikan sebagai riba.'®

'® syufa’at, Implementasi Magashid Syariah dalam Hukum
Ekonomi Islam, Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo volume 23, Nomor 2,
Oktober 2013.
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V.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan
yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah
dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk
memperoleh kembali pemecahan tehadap permasalahan.’
Untuk memperoleh dan membahas data dalam
penelitian ini  penulis menggunakan metode-metode

sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian hukum®® dengan mengambil bentuk
penelitian  normatif  empiris  yaitu  untuk
mengetahui bagaimana praktik pembayaran utang
dengan gabah pada praktik Angkilan di desa
Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Pati dan untuk
mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam.

2. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah
jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang
dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang

peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sehingga

7 Joko Subgyo, Metodologi Penelltian, Dalam Teori dan

Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), him.2.

® . Penggolongan Jenis-jenis reseach dapat dilihat dalam Sutrisno

Hadi,Metodologi Research, (Yogyakarta: Penerbit Andi, Cet. ke-30, 2000),

him.3.
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dalam mengumpulkan data-datanya menggunakan

metode pengumpulan data observasi lapangan,

dan wawancara.”®
b. Sumber Data

1. Sebagai sumber data primer dari penelitian ini

adalah masyarakat pelaku Angkilan di desa

Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Pati.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber

yang diperoleh untuk memperkuat data yang

diperoleh dari data primer. Dalam sumber data

sekunder dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a)

b)

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan
penulis dalam penelitian ini adalah berasal
dari Figh khususnya tentang Qard, kitab-
kitab hadits dan kaidah-kaidah yang
berhubungan dengan materi penelitian.?
Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan

hukum yang dapat memberikan penjelasan

¥ Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pedoman

Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah, (Semarang , 2011), him. 11.
2% Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum,
(Bandung: Alfabeta, 2010), him. 67.



18

terhadap bahan hukum primer.?* Dalam hal
ini bahan hukum sekunder yang digunakan
penulis adalah hasil karya ilmiah, dan hasil-
hasil penelitian yang terkait dengan
penelitian penulis.
c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum
yang digunakan untuk = memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder.?

Metode Pengumpulan data
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum,

maka metode pengumpulan data yang dilakukan

adalah dengan cara observasi lapangan, wawancara
dan dokumentasi.

1. Observasi, dalam penelitian hukum metode
pengumpulan observasi terdiri dari dua macam,
yaitu:

a) Observasi Partisipatoris adalah seorang
peneliti terlibat langsung sebagaimana orang

yang ditelitinya.

*! 1bid.,
% Ibid.,
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b) Observasi Non partisipatoris, seorang
peneliti hanyalah meneliti, tidak sebagai

orang yang diteliti.?

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis
Observasi Non Partisipatoris, karena Penulis
hanyalah meneliti, tidak terlibat dalam praktik

tersebut.

2.  Wawancara
Teknik wawancara merupakan upaya menggali
informasi dengan melakukan tanya jawab secara
lisan terhadap individu-individu yang nantinya
akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang
lisan juga.?* Pihak yang terlibat dalam metode
wawancara ini adalah pihak penulis dan
masyarakat pelaku Angkilan desa Sidoluhur
Kecamatan Jaken, Pati, sebagai narasumber.
Adapun metode ini dibedakan menjadi dua,

yaitu:®

' Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Bandung:
Angkasa, Cet. ke-1, 1993,
him. 167.

** Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana,
2014),hlm 138.

% Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2013), him. 96.



a) Interview terstruktur, yaitu peneliti sudah
menyiapkan pertanyaan-pertayaan yang
akan ditanyakan dalam proses wawancara;

b) Interview non struktur, yaitu pertanyaan
ada pada saat wawancara berlangsung,
artinya  peneliti  tidak  menyiapkan
pertanyaan terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa teknik wawancara di atas,

Penulis menggunakan teknik wawancara non

terstruktur (Interview non Terstruktur), yang

mana Penulis tidak menyiapkan pertanyaan
terlebih dahulu, akan tetapi pertanyaan mengikuti
keadaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini
dokumen yang digunakan penulis adalah
dokumen-dokumen  statistik, seperti  data
geografi, monografi dan demografi Desa

Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Dalam penelitian yang berkaitan dengan
permasalahan ini Penulis menggunakan penelitian

normatif empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan
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meneliti penerapan suatu hukum di dalam

masyarakat.
Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses yang dilakukan
oleh Penulis untuk mengolah data yang telah terkumpul.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif,
dengan mengambil bentuk analisis deskripsi (deskriptif
analitis), yaitu kegiatan menganalisis dengan cara
menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih
mudah untuk dipahami dan disimpulkan.?® Hal ini
dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas
dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan

langsung pada data yang telah diperoleh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data

penelitian kualitatif meliputi:*’

1. Reduksi Data
Reduksi data adalah langkah pertama yaitu untuk
memilah-milah data yang telah terkumpul yang
kemudian disesuaikan dengan tujuan penelitian.
Yang dimaksud reduksi data dalam penelitian ini

adalah penulis memilah-milah data yang sesuai

%% |bid.,hIm. 66.
7 Ibid.,hIm. 67.
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VII.

dengan praktik Angkilan di desa Sidoluhur,
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.
2. Display Data
Langkah yang kedua yaitu display data yaitu
digunakan untuk dapat melihat gambaran
keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari
gambaran keseluruhan. Dalam display data,
penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk
matrik, diagram, bagan, maupun narasi. Adapun
dalam penelitian ini, yang digunakan penulis
dalam penyajian data yaitu dalam bentuk narasi.
3. Kesimpulan dan Verifikasi
Langkah yang terakhir dalam menganalisis data
yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah
dilakukan penulis yaitu mengenai bagaimana
pandangan Hukum Islam terhadap praktik
Angkilan di Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken,

Kabupaten Pati.
Sistematika Penulisan

Untuk  mempermudah  pembahasan  dan
memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka
disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan
skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk

penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo
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Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB IlI

. Merupakan pendahuluan yang berisi latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penulisan skripsi, telaah pustaka, metode
penulisan skripsi dan sistematika penulisan

skripsi.

: Bab ini berisi Landasan Teori, yaitu teori
tentang utang piutang (Qard) dalam Islam,
berupa pengertian utang piutang, dasar
hukum utang piutang, syarat dan rukun
utang piutang, tambahan nilai dalam utang
piutang, dan teori tentang riba, Vyaitu
mengenai pengertian riba, dasar hukum
dilarangnya riba, dan hikmah dilarangnya
riba. Tujuan dari teori-teori ini adalah untuk
memudahkan penulis dalam melakukan
penelitian tentang praktik Angkilan yang
berada di desa Sidoluhur, Kec. Jaken, Kab.
Pati.

Berisi data penelitian yang
mendeskripsikan tentang latar belakang

lahirnya praktik Angkilan yang berlaku di
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BAB IV

BAB V

masyarakat tersebut dan praktik pembayaran

utang dengan gabah pada praktik Angkilan.

. Analisis praktik Angkilan yang berlaku di
masyarkat Desa Sidoluhur, Kec. Jaken, Kab.
Pati kemudian bagaimana status hukumnya
di dalam hukum Islam. Bab ini meliputi dua
sub bab vyaitu analisis praktik Angkilan
berdasarkan praktiknya dan analisis hukum

Islam terhadap praktik tersebut.

. Penutup. Bab ini merupakan rangkaian
akhir dari penulisan skripsi yang meliputi
kesimpulan penelitian, saran-saran dan

penutup.



BAB 11

AKAD UTANG PIUTANG (QARDH) DAN RIBA

A. Utang Piutang (Qardh)
1. Pengertian Utang Piutang (Qardh)

Secara etimologis kata Qardh adalah bentuk
masdar dari Qaradhu asy-syai’ — Yaqgridhu, yang
mengandung arti “dia memutuskannya”. Oleh karena itu
Al-gardh dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan
oleh pemilik untuk dibayar." Menurut Sayyid Sabig
pengertian Qardh secara etimologis berarti ‘pemotongan’.
Dikatakan demikian karena harta yang dijadikan objek
utang oleh kreditor adalah diambil dari harta yang
dimilikinya.?

Secara terminologis terdapat beberapa pendapat

mengenai pengertian Qardh®:

a. Menurut Hanafiyah gardh adalah harta yang
diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk

kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan

'Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah), Jakarta:
Kencana, 2012, him. 331.

? Sayyid Sabig, Fighus Sunnah juz 4, Mujahidin Muhayan, “Figih
Sunnah”, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm. 115.

SAhmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010,

25
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ungkapan yang lain, gardh adalah suatu perjanjian
yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli)
kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan
persis seperti yang diterimanya.

b. Menurut Sayyid Sabiq, al-Qardh adalah harta yang
diberikan oleh pemberi utang (mugridh) kepada
penerima utang (mugtaridh) untuk kemudian
dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang
diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

C. Menurut Al-Bahuti, gard adalah pembayaran atau
penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan
menggunakannya, namun ada kewajiban untuk

mengembalikannya.*

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
gardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga
keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang
mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melakukan
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu
tertentu.” Definisi ini bersifat global yaitu pinjam
meminjam antara nasabah dengan Lembaga Keuangan
Syariah. Pengertian lain dari Qardh menurut Syara’

adalah menyerahkan harta kepada orang lain dengan

* Imam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, cet. 11, 2016), HIm. 168.

> Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
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syarat penerima harus mengembalikannya dengan harta
yang mempunyai nilai sama atau sepadan. Sehingga
penulis mengartikan utang piutang atau Qardh merupakan
suatu transaksi yang terjadi karena adanya seseorang yang
berutang, seseorang yang memberi utang, dan objek atau
barang yang di utangkan dengan cara pemindahan
kepemilikan dengan akad yang telah disepakati dan dalam

waktu tertentu.

Dasar Hukum Utang Piutang (Qardh)

Utang piutang (Qardh) hukumnya adalah
Sunnah. Dalam Islam Qardh dianjurkan karena Qardh
merupakan suatu perbuatan baik yang dilakukan dengan
tujuan tolong menolong, karena pada dasarnya orang
yang berutang adalah orang yang sangat membutuhkan,
mereka tidak ada jalan lain selain berutang kepada
sesama. Berdasarkan dari tujuannya yang tolong
menolong Qardh merupakan suatu perbuatan yang mulia,
sebagaimana beberapa dalil baik Al-Qur’an maupun
Hadits yang dipaparkan penulis berikut ini:

a. Dasar Hukum Al-Qur’an
Dasar hokum utang piutang dalam Al-Qur’an

diantaranya:
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1) Surat al-Bagarah Ayat 245:

2)

ol

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman
kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan
hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan
meperlipat gandakan pembayaran kepadanya
dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.®

Surat al-Bagarah Ayat 280

€ 8. .
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Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu)
dalam kesukaran, Maka berilah tangguh
sampai Dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang)
itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.7

® Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al-Bagarah ayat 245, (Bandung:

Diponegoro), him. 39.

"Ibid., him. 47.
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3) Surat al-Hadid Ayat 11
R - SR e <
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Artinya: siapakah yang mau meminjamkan
kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah
akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala
yang banyak.?

Sebagaimana ayat-ayat di atas, sudah jelas bahwa
utang piutang merupakan suatu perbuatan terpuji, yang
pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah, karena
orang yang memberi utang sama dengan orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah dan akan
dilapangkan rizkinya. Yang dimaksud dengan ayat-ayat
ini tentunya utang piutang yang baik, yaitu dilakukan
dengan tujuan tolong menolong, karena seringkali
transaksi ini dimanfaatkan oleh pelakunya untuk
melipatgandakan uangnya, dimana orang yang berutang
disyaratkan dengan adanya suatu tambahan pada saat

pengembalian.

b. Dasar Hukum Hadits

¢ Ibid.,hIm. 538.
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Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau
bersabda, “barangsiapa mengambil harta manusia
dan ingin membayarnya, maka Allah akan (menolong)
untuk membayarnya; dan barangsiapa mengambilnya
dan ingin membinasakannya, maka Allah akan
(menolong) membinasakannya.

e A Q3 o5 Y3 &

Dari Abu Hurairah, “seorang laki-laki menagih
Rasulullah SAW dan bersikap kasar terhadap beliau.
Maka para sahabat beliau bermaksud membalasnya.
Namun, beliau  bersahda, ‘biarkanlah  dia,
sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara,
belilah untuknya satu unta dan berikan kepadanya!’
para sahabat berkata ‘kami tidak mendapati kecuali
lebih tua daripada usia untanya’. Beliau bersabda
‘belilan  unta itu dan berikan kepadanya.

% Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani, Fathul Baari Syarah

Shahih Al-Bukhari, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid
13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, him. 367.
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Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling

baik dalam membayar utang’.”™

Berdasarkan dasar hukum hadits-hadits di
atas dipahami bahwa, dalam hadits pertama
mengandung makna anjuran untuk berutang bagi
siapa saja yang berniat untuk membayarnya.
Kemudian dikemukakan pada hadits kedua bahwa
orang yang berutang lalu dalam membayarnya diberi
kelebihan, itu merupakan perbuatan terpuji, karena
kelebihan yang diberikan bukan kelebihan yang
disyaratkan dalam akad atau perjanjian, akan tetapi
hanya sebatas ucapan terimakasih karena telah diberi

bantuan.
c. Dasar Hukum [jma’

Para ulama sepakat bahwa Qard boleh
dilakukan. Kesepakatan ini berdasarkan sifat manusia
sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak lepas
dari manusia lain dalam memenuhi kebutuannya.
Oleh karena itu utang piutang sudah menjadi suatu

bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam

9 1hid., him. 374.
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merupakan agama Yyang toleransi dan sangat

memperhatikan kebutuhan umatnya.**

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qard)

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam
sebuah transaksi yang menyebabkan sahnya suatu
transaksi tersebut. dalam hal ini rukun yang dimaksud
adalah dalam transaksi utang piutang (Qardh). Adapun
Utang piutang atau Qardh merupakan suatu transaksi
yang terjadi karena adanya seseorang yang berutang,
seseorang yang memberi utang, dan objek atau barang
yang di utangkan dengan cara pemindahan kepemilikan
dengan akad yang telah disepakati dan dalam waktu
tertentu. Berdasarkan pengertian utang piutang tersebut
telah kita ketahui bahwa dalam transaksi utang piutang
terdapat beberapa pihak yang terlibat. Artinya jika dalam
suatu transaksi melibatkan beberapa pihak dan masing-
masing dari para pihak tersebut mempunyai hak dan
kewajiban, maka muncullah suatu perjanjian. Dalam
Islam perjanjian disebut dengan akad, akad dalam bahasa
Arab berarti ‘ikatan’ (atau pengencangan dan penguatan)

antara beberapa pihak dalam hal tertentu.*” Dalam suatu

! 1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor:

Ghalia Indonesia, 2012, him. 178.

2 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu 4, penerjemah,

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, him. 420.
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akad atau perjanjian ada rukun, adanya rukun ini sebagai

tolok ukur sah atau tidaknya suatu transaksi, rukun dalam

utang piutang terdiri dari tiga bagian, yaitu:

a. Shighat Qardh
Shighat terdiri dari ijab dan gabul. Dikatakan
sebagai shighat karena keduanya merupakan suatu
ungkapan yang menunjukkan adanya kesepakatan
dua pihak yang sedang berakad.” ljab gabul dapat
diucapkan dengan lafaz utang dan dengan semua
lafaz yang semakna. Misalnya, “aku mengutangimu”
atau “aku memberimu utang”, ucapan ini dinamakan
dengan ijab, kemudian diiringi dengan ucapan gabul
yang menunjukkan suatu kerelaan, misalnya “aku
menerima” atau “aku ridha”. Dan perkataan lain
yang semakna dengannya.

b. Agidain
Agidain adalah dua pihak yang melakukan sebuah
transaksi, yaitu pemberi utang dan penerima utang.
Orang yang melakukan transaksi ini dapat dikatakan
sebagai subjek akad. Adapun subjek akad harus
seseorang yang cakap hukum, yaitu baligh, berakal

sehat, dan pandai.

B Ibid., him. 430.
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C. Ma’'qud
Ma’qud adalah barang yang dipinjamkan atau objek

dalam utang piutang. Dalam transaksi utang piutang

harus

ada barang sebagai objek utang, syarat barang

yang diutangkan adalah:*

1)

2)

3)

Barang tersebut berupa barang yang ada
padanannya, yaitu barang yang satu sama lain
dalam jenis yang sama, yang tidak
mengakibatkan adanya perbedaan nilai,
seperti, uang, barang-barang yang dapat
ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung;
Barang yang diutangkan harus berupa benda,
tidak boleh mengutangkan dalam bentuk jasa;
Barang yang dijadikan sebagai objek utang
harus jelas atau dapat diketahui, yaitu
diketahui kadar dan sifatnya.

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi pada

rukun. Syarat-syarat sah merupakan segala sesuatu yang

disyaratkan agar sebuah akad mempunyai hukum secara

Islam. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad

yang dilakukan menjadi Fasid dan cacat meskipun akad

Y“Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah), Jakarta:

Kencana, 2012, him. 333.
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itu telah terjadi."> Menurut Wahbah Al-Zuhaili secara

garis besar akad Qard harus memenuhi empat syarat,

yaitu :*°

Akad Qard dilakukan dengan Shighat ljab dan
Kabul atau bentuk lain yang dapat
menggantikannya, seperti akad dengan
tindakan /saling memberi dan saling mengerti.
Kedua belah pihak yang terlibat akad harus
cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa
paksaan). Apabila Qard dilakukan oleh anak
kecil yang masih dibawah umur atau orang
gila, maka akad tersebut hukumnya tidak
sah.!’

Menurut  jumhur  Ulama, harta yang
dipinjamkan dalam akad Qard dapat berupa
barang-barang yang ditakar (makilat), barang-
barang yang ditimbang (mauzunat), maupun
barang-barang yang ada persamaannya di
pasar. Dengan kata lain, objek gard

merupakan setiap barang yang boleh dijadikan

15 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu 4, penerjemah,
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, him 536.

*|mam Mustofa, Figh Muamalah Kontemporer, Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, cet. 11, 2016, HIm. 172.

Y Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010,

him. 278.



objek jual beli, maka barang tersebut boleh
pula dijadikan akad gard.*®

d. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang
dipinjamkan harus jelas agar mudah dalam
pengembaliannya. Hal ini dimaksudkan
dengan tujuan agar dalam pengembalian utang
tidak ada perselisihan antara kedua pihak dan

memudahkan dalam pengembaliannya.
4. Macam-macam Tambahan dalam Utang Piutang

(Qardh)
a. Tambahan yang di syaratkan

Tambahan yang disyaratkan maksudnya
adalah adanya suatu syarat yang diberikan oleh
pemberi utang, dimana syarat tersebut berupa adanya
tambahan atau kelebihan pada saat pembayaran utang,
syarat ini diberikan pada saat akad atau perjanjian.
Jika dalam akad utang piutang terdapat suatu syarat
dari pemberi utang kepada orang yang berutang agar
memberikan keuntungan (kelebihan ketika
pembayaran utang), baik keuntungan tersebut dari
jenis yang sama dengan harta yang diutang, maupun
dalam bentuk lain, misalnya jika mensyaratkan
supaya orang yang berutang melakukan sesuatu

untuknya atau meminjamkan sesuatu kepadanya.

¥ Ibid.,him. 278.
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Maka transaksi seperti itu dihukumi riba."

Sebagaimana kaidah figh :

Z °
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“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh
kreditor) adalah sama dengan riba”

Imam Ash-Shadiq pernah ditanya tentang
seseorang yang mengutangi orang lain sebanyak 100
dirham dengan syarat melunasinya dengan kelebihan
5 dirham, atau kurang tau lebih?, Imam as menjawab,
“itulah riba murni”. Dari kasus tersebut diketahui
bahwa apabila terjadi kelebihan yang disyaratkan
dalam pembayaran utang maka kelebihan atau

tambahan tersebut termasuk riba.

b. Tambahan yang tidak di syaratkan
Tambahan ini merupakan suatu pemberian
kelebihan atau tambahan atas utang yang diberikan,
akan tetapi pemberian ini dilakukan dengan sukarela,
tanpa disyaratkan oleh pemberi utang. Tambahan

jenis ini boleh dilakukan, karena tambahan tersebut

19 Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan
Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2015, him. 14,

2 Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam
dalam Menyelesaikan Masalah-masalah  Praktis, Cet |, Jakarta:
Prenadamedia Group, 2006, him. 138.
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sebatas ucapan terima kasih atau hadiah atas kebaikan
si pemberi utang telah membantunya.”* Sebagaimana
yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi
pernah berutang seekor unta kecil (masih muda) dan
beliau mengembalikannya dengan seekor unta dewasa
dan besar. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah
yang paling baik pembayaran utangnya.

Sebagaimana hadits berikut:

G O 4 b Y 1 T ) o5l b 538 i
B g o G asalys e (hiad

“Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi
utang hingga waktu tertentu, “hal itu tidak

mengapa, meskipun dia memberikan yang lebih

baik dari dirham miliknya selama tidak

mensyaratkannya (dalam akad)”.”

Terjadinya tambahan atau tidak pada saat
pengembalian utang tergantung pada akad atau
perjanjian para pihak. Apabila disertai dengan syarat
maka tambahan tersebut disebut dengan riba maka

hukumnya haram, akan tetapi apabila tambahan

2 Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaidah-

kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2015, him. 16.

22 Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asgalani, Fathul Baari Syarah

Shahih Al-Bukhari, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid
13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010him. 407.
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tersebut berupa hadiah atau ucapan terima kasih yang
tidak diperjanjikan di dalam akad maka diperbolehkan

karena termasuk shodagah.

B. Riba
1. Pengertian Riba

Riba diartikan sebagai az-ziyadah yaitu kelebihan
dan al-idhafah penambahan. Secara bahasa riba dikatakan
sebagai “riba asy-syai’a yarbu idza zada” yaitu sesuatu
itu bertambah , semakin banyak.?

Menurut istilah Syara’ ada beberapa pendapat

mengenai pengertian riba, diantaranya:**

a. Menurut Wahbah Zuhaili

: do gases sl < e:bj\ : &J.:.J\ & 529
“riba menurut Syara’ adalah tambahan dalam
perkara-perkara tertentu.””

b. Menurut Abdurrahman al-Jaziri:

* Muhammad Jawad Mughniya, Terjemah Figh al-fmam Ja far
ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4), Jakarta: Lentera, 2009. HIm. 387.

**Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010,
him. 256.

** Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu Juz 4, Damaskus:
Dar Al- Fikr, 2008, HIm. 435.

2 \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu 4, penerjemah,
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, him. 432.
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“adapun dalam istilah Fugaha riba adalah
bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang
sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.
Menurut Syafi’iyah

“menurut Syara’ riba adalah akad atas iwadh
(penukaran) tertentu yang tidak diketahui
persamaannya dalam ukuran syara’ pada waktu akad
atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua
penukaran tersebut atau salah satunya.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat

diambil kesimpulan, bahwa riba adalah suatu tambahan
atau kelebihan atas suatu transaksi baik tukar-menukar,
utang-piutang, maupun jual beli yang disyaratkan dalam

perjanjian.

Dasar Hukum dilarangnya Riba

Riba dalam Islam hukumnya adalah haram, hal ini

berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan keharaman
riba. Riba diharamkan karena riba merupakan suatu
perbuatan yang menyebabkan kemadlaratan bagi umat

manusia. Dasar hukum dilarangnya riba diantaranya:

Dasar hukum Al-Qur’an
1) Surat Al-Bagarah ayat 275



e .
(=) Togl> G

Artinya: orang-orang  yang Makan
(mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang
kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, Padahal Allah
telah  menghalalkan  jual beli  dan
mengharamkan riba. orang-orang yang telah
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
Maka baginya apa yang telah diambilnya
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dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. orang
yang kembali (mengambil riba), Maka orang
itu adalah penghuni-penghuni  neraka;
mereka kekal di dalamnya.?’

2) Surat Al-Bagarah ayat 278
S8 gt BT Bgee sl e o -
G 19355 bl 14251 1550 =l il
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Artinya:Hai  orang-orang yang  beriman,
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-
orang yang beriman.?®

3) Surat Ali Imran ayat 130
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu memakan Riba dengan
berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada

?” Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Al-Bagarah ayat 275, him. 47.
28 .
Ibid.
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Allah supaya kamu mendapat
keberuntungan.”®

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas dapat dipahami
bahwa perbuatan riba merupakan perbuatan yang
dilarang oleh Allah, sudah dijelaskan bahwa Allah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,
karena orang yang mengambil manfaat (riba) dari
suatu transaksi baik utang piutang maupun jual beli
sama dengan memakan harta saudaranya secara
bathil. Jika utang piutang dilakukan dengan tujuan
mengambil manfaat, maka tidak bisa disebut sebagai
perbuatan mulia, karena dengan adanya tambahan
atau riba pada orang yang berutang termasuk suatu

perbuatan yang Dzalim.

b. Dasar hukum Hadits
3 st o Eafy 106 A Al o Cigs
o EALE 1 Wl | EnSE aertingy 50 Giss
P W3, ol il S 5 18 ol e
Sl a3 4S5 G STy daghjaly danig
Diriwayatkan dari (‘Aun bin) Abu Juhayfah RA:
“ayahku membeli seorang budak yang melakukan

pekerjaan hajjamah (menarik darah keluar dari tubuh
seseorang untuk keperluan pengobatan). Ayahku

?® Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. Ali Imran ayat 130, hIm.66.
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mengambil alat-alatnya (dan menusukannya). (aku
bertanya kepada ayahku kenapa berbuat seperti itu).
Dan ia menjawab, “Nabi SAW melarang
memperdagangkan seekor anjing atau darah, dan
juga melarang pekerjaan menato atau ditato, dan
melarang (menerima) pemakan riba dan orang yang
memberikan riba, dan melaknat para pembuat
gambar (al-Mushawwir). >

o 08 @0 p il o B3 06 3 4 e Wils
Al \ji.;;‘y‘)urbjgzw\w”é? l,d\w/j/*
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Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami,
dia berkata, aku membaca hadits ini kepada Malik,
dari Nafi’i, dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwasannya
Rasulullah SAW bersabda, “janganlah menjual emas
dengan emas kecuali sama kadarnya dan jangan
melebihkan salah satunya atas yang lain, dan
janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama
kadarnya, dan janganlah melebihkan salah satunya
atas yang lainnya, dan janganlah menjual sesuatu
yang berjangka dengan kontan.

% Al-lmam Zainuddin Ahmad Bin Abdul Lathif Az-Zabidi t.t., Al-

Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami’ Al-Shahih, Cecep Syamsul Hari dan
Thalib Anis, “Ringkasan Shahih Al-Bukhari”, Bandung: Mizan, 2001, hlm

393.

' Jmam Al-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim lbn Al-

Hajjaj, Darwis dkk, “Syarah Shahih Muslim (Jilid 7)”, Jakarta: Darus sunnah
Press, 2013, him. 760.
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3. Macam-macam Riba

Secara umum Riba dibedakan menjadi dua macam,

yaitu:*

a. Riba Qardhi (Riba Pinjaman)
Riba Qardhi adalah tambahan atau kelebihan yang
disyaratkan dalam akad utang piutang. Riba ini
dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Riba Jahiliyah
Riba Jahiliyah adalah suatu tambahan
nilai dalam akad utang piutang, dimana
tambahan tersebut disyaratkan pada saat akad
atau perjanjian awal. Contoh, si A
meminjamkan uang sebesar sepuluh dinar
kepada si B hingga waktu tetentu. Pada saat
akad si A meminta tambahan pada saat
pengembalian sebesar lima dinar, sehingga si B
harus membayar utangnya kepada si A sebesar
limabelas dinar. Tambahan lima dinar inilah
yang dikatakan sebagai riba, karena tambahan
tersebut disyaratkan oleh orang yang berpiutang

pada waktu akad.

%2 Syekh Abdurrahman as-Sa’di dkk, Figh Jual Beli : Panduan
Praktis Bisnis Syariah,Jakarta: Senayan Publishing, 2008, him. 161.
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2) Riba Nasi’ah

Riba Nasi’ah menurut bahasa berasal
dari kata nasa’a yang berarti menunda,
menangguhkan, atau merujuk pada tambahan
waktu yang diberikan pada utang piutang.*
Menurut Hanafiah riba Nasi’ah adalah
kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan
barang atas utang di dalam barang yang
ditakar atau ditimbang Kketika berbeda
jenisnya, atau di dalam barang yang tidak
ditakar atau ditimbang ketika jenisnya sama.*
Riba Nasi’ah adalah tambahan yang diberikan
olen pemberi utang kepada orang yang
berutang, karena adanya tenggang waktu
pengembalian. Dengan kata lain, riba nasi’ah
identic dengan bunga atas pinjaman.

Contoh, si A mempunyai piutang
kepada si B yang akan dibayar pada waktu
yang telah ditentukan. Ketika telah jatuh
tempo pembayaran, si A berkata “engkau
melunai utangmu, atau aku beri tempo waktu

dengan uang tambahan”. Jika si B tidak

% |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,
Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, him. 71.
*Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010,

HIm. 268.
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melunasi utangnya pada waktu yang telah
ditentukan si A meminta uang tambahan
karena telah memberi tempo pembayaran.
Tambahan inilah yang dimaksud dengan riba
nasi’ah, karena tambahan diambil pada
transaksi gard karena adanya tenggang waktu
pengembalian.
b. Riba Buyu’
Riba Buyu’ adalah tambahan yang terjadi pada saat
transaksi jual beli. Riba ini disebut juga dengan
istilah Riba Fadhl yaitu riba yang terjadi karena
adamya pertukaran barang sejenis yang tidak
memenuhi  kesamaan kualitas, kuantitas, dan
penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Yang
termasuk dalam kategori keharaman riba ini yaitu
emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma,
dan garam.*® Misalnya jual beli atau menukarkan
beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 Kkg.
Tambahan 2 kg beras ketan tersebut tidak ada
imbalannya, sehingga tambahan ini dikatakan

dengan riba fadhal (riba karena kelebihan).

»*Syekh Abdurrahman as-Sa’di dkk, Figh Jual Beli : Panduan
Praktis Bisnis Syariah,Jakarta: Senayan Publishing, 2008. him. 169.



48

4. Hikmah dilarangnya Riba

Riba merupakan sesuatu yang diharamkan oleh
Allah, karena perbuatan riba sama dengan mendzalimi
sesama manusia. Adanya tambahan atau riba dalam suatu
transaksi dapat menyebabkan kerugian pada salah satu
pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam akad
Qard, riba diharamkan, karena dilihat dari tujuan
dilakukannya akad gard itu sendiri adalah untuk saling
tolong menolong sesama manusia (7a’awun), sehingga
apabila terjadi tambahan pada saat pengembalian utang
tersebut, maka akad ini tidak lagi bertujuan untuk
menolong (ta’awun) akan tetapi muncul sifat komersial,
dimana adanya suatu keuntungan pada salah satu pihak.
Adapun hikmah diharamkannya riba dalam suatu

transaksi adalah sebagai berikut:

a. Melindungi harta orang Muslim agar tidak dimakan
secara batil;

b. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan
hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari unsur-
unsur, gharar, maisir, maupun riba, serta usaha-usaha
yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;

c. Supaya tidak memanfaatkan orang muslim yang
membutuhkan dengan cara mencari imbalan atas

bantuan yang telah diberikan olehnya;
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d. Membuka pintu-pintu kebaikan dengan tetap focus
pada tujuan pertama dilakukannya transaksi yaitu
saling tolong menolong dalam kebaikan.®

Selain manfaat di atas, adapun sebab-sebab
diharamkannya riba adalah karena riba akan menibulkan
kemadlaratan bagi para pelakunya, diantaranya:

a. Riba menyebabkan permusuhan antara masing-
masing individu, dan menghilangkan jiwa tolong
menolong diantara mereka. Padahal dalam utang
piutang itu sendiri dilakukan dengan tujuan utama
yaitu untuk saling tolong menolong, apabila
disyaratkan tambahan atau riba maka utang piutang
tersebut tidak sah.

b. Riba menyebabkan pelakunya untuk malas bekerja,
karena dengan adanya riba mereka dapat
mendapatkan uang tanpa bekerja. Sehingga mereka
akan memanfaatkannya dengan cara mengambil
tambahan dari suatu pinjaman yang diberikan.

c. Riba menyebabkan pelakunya terjerumus pada
perbuatan dzalim, karena mereka membebani orang-

orang yang sedang membutuhkan pertolongan.

**1smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2012, him. 71.
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PRAKTIK ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN
JAKEN KABUPATEN PATI

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Sidoluhur merupakan suatu desa yang terletak di
kecamatan Jaken, kabupaten Pati. Secara geografis desa ini
merupakan dataran di daerah pedesaan dengan luas wilayah
keseluruhan 229,4 Ha yang terdiri dari, lahan untuk
persawahan 120 Ha, lahan untuk Tegalan/perkebunan 55,2
Ha, Pekarangan/perumahan 54,2 Ha dan lahan lain-lain
(sungai, jalan, pemakaman umum) 3,4 Ha. Adapun Desa
Sidoluhur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut,
Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Srikaton, Sebelah
Timur berbatasan dengan Desa Jatihadi Kecamatan Sumber
Kabupaten Rembang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa
Sumberagung, dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa
Arumanis. Desa Sidoluhur terbagi dalam dua dukuh/dusun,
yaitu dukuh Barisan dan dukuh Guyangan, dari dua dukuh
tersebut terbagi menjadi 4 RW, dan 17 RT.!

Desa Sidoluhur memiliki lahan pertanian yang lebih
luas daripada lahan untuk Tegal maupun

pekarangan/perumahan. Hal itu bisa dipastikan bahwa

! Data Geografis dan Monografis Desa Sidoluhur, Kecamatan Jaken,
Kabupaten Pati.
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penghasilan utama masyarakat desa Sidoluhur adalah dari
hasil pertanian. Adapun hasil dari pertaniannya adalah berupa
padi, jagung, kacang hijau, dan umbi-umbian.

Secara demografis desa Sidoluhur kecamatan Jaken,
Kabupaten Pati adalah Jumlah penduduk Desa Sidoluhur
berjumlah 2176 jiwa dari segala umur. Yang terdiri dari
jumlah Penduduk Laki-laki 1081 Jiwa, jumlah Penduduk
Perempuan 1095 Jiwa. Dari sekian jumlah penduduk tersebut
terdiri dari 651 Kepala Keluarga ( KK ).2

B. Kondisi Sosial dan Ekonomi
1. Kondisi Sosial

Secara umum kondisi sosial budaya desa
Sidoluhur dapat dilihat dari kebudayaan-kebudayaan yang
masih  dilestarikan  oleh  masyarakatnya. Adanya
kebudayaan-kebudayaan tersebut merupakan peninggalan
dari orang-orang terdahulu yang perlu dilestarikan karena
budaya merupakan sebuah ciri khas dari desa itu sendiri.
Di Desa Sidoluhur budaya yang masih dilestarikan sampai
saat ini adalah Sedekah Bumi. Sedekah Bumi merupakan
suatu bentuk ungkapan rasa syukur masyarakat kepada
Allah SWT atas melimpahnya hasil bumi. Tradisi ini
dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Sidoluhur setelah
musim panen, Yyaitu dengan cara membagi-bagikan

makanan kepada saudara dan orang-orang yang

2 1bid.,
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membutuhkan. Selain itu masyarakat melakukannya
perayaan ini dengan membawa makanan ke suatu tempat
yang disebut dengan Punden, yaitu suatu tempat yang
dianggap sakral di desa tersebut. Setelah diawali dengan
syukuran acara selanjutnya adalah adanya tontonan-
tontonan yang di tempatkan di punden juga, yaitu Tayub.
Tayub merupakan suatu keharusan di desa tersebut,
setelah itu di lengkapi dengan acara pengajian, kegiatan
olahraga seperti sepak bola, dan kegiatan-kegiatan lain.
2. Kondisi Ekonomi

Pertanian merupakan corak utama perekonomian
di  desa  Sidoluhur.  Mayoritas  masyarakatnya
bermatapencaharian sebagai petani. Oleh karena itu
sebagian besar wilayah desa tersebut adalah persawahan.
Hal ini didukung oleh tanahnya yang subur dan pengairan
yang cukup. Cara pertanian di desa ini sudah cukup
berkembang, misalnya dalam membajak sawah sudah
tidak lagi menggunakan sapi, akan tetapi sudah
menggunakan  traktor. Mengenai tanaman  yang
dihasilkan, padi sebagai penghasilan utamanya, selain itu
di musim-musim tertentu dapat ditanami umbi-umbian,
dan kacang-kacangan.

Jenis  pertanian yang dijadikan  sebagai

penghasilan pokoknya adalah padi. Selain untuk

* Ibid,.
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memenuhi kebutuhan pangan, padi juga diandalkan oleh
para petani dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan
yang lain, misalnya dalam memenuhi kebutuhan biaya
pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sering terjadi
kekurangan modal saat musim tanam tiba.

Mengingat begitu banyaknya kebutuhan hidup,
kondisi ekonomi masyarakat desa Sidoluhur tergolong
lemah, hal itu bisa dilihat dari penghasilan utamanya yang
hanya mengandalkan hasil pertanian, dan pertanian yang
menjadi penghasilan pokoknya adalah padi. Pada
umumnya pendapatan yang didapat dari hasil pertanian
tidak bisa dipastikan, karena padi yang dihasilkan belum
tentu berkualias baik, dan gagal panen juga sering terjadi
bagi para petani. Selain pendapatan dari hasil tani,
pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh para petani
ditengah kesibukannya dalam mengarap sawahnya
biasanya dengan bekerja sebagai buruh atau masyarakat
mengenalnya dengan istilah mocok. Hal itu sering mereka
lakukan ditengah musim tanam, karena hasil pertanian
saja seringkali tidak bisa mencukupi kebutuhannya.*

Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan
bagi masyarakat desa Sidoluhur untuk tidak bekerja
sampingan, misalnya berdagang, buruh, guru, dan lain-

lain. Dalam berdagang, desa Sidoluhur cukup menyimpan

* Ibid.,
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potensi usaha yang baik, seperti usaha krupuk dari ketela
pohon yang dimiliki oleh beberapa warga di desa tersebut.
Akan tetapi, karena adanya beberapa kendala, seperti
Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya pemasaran, dan
kalah saing dengan produk lain, usaha-usaha ini hanya
menjadi usaha kecil yang di jual di pasar-pasar terdekat.
Oleh karena itu masyarakat tetap mengandalkan hasil

pertanian sebagai matapencaharian pokoknya.”

C. Praktik Utang Piutang di Desa Sidoluhur Kecamatan
Jaken, Kabupaten Pati
Praktik utang piutang yang berkembang di Desa
Sidoluhur merupakan praktik utang uang yang di bayar
dengan barang. Masyarakat desa tersebut menyebutnya
dengan istilah Angkilan, yang berarti utang. Secara istilah
Angkilan adalah utang uang yang pembayarannya dengan
gabah ketika panen. Angkilan merupakan suatu kebiasaan atau
tradisi di desa tersebut. Pada umumnya praktik ini dilakukan
ketika para petani hendak menggarap sawah, yaitu ketika
petani kekurangan modal saat mau menggarap sawahnya
salah satu cara yang mereka gunakan adalah dengan berutang
kepada pedagang maupun  buruh, dengan cara
pengembaliannya dengan gabah pada saat panen. Cara

tersebut tentu sangat memudahkan bagi para pihak, bagi

* 1bid.,
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petani memiliki waktu yang longgar dalam pengembalian,
selain itu pembayarannya dengan gabah juga sangat
memudahkan, karena produk yang mereka hasilkan adalah
berupa gabah. Adapun ketentuan dari praktik Angkilan ini
adalah dengan ukuran kwintalan, yaitu dalam sebagaimana
kebiasaan yang telah terjadi menentukan harga Angkilan yang
nantinya akan dibayar dengan gabah tergantung pada jarak
antara waktu utang dan panen. Jika debitur melakukan
Angkilan diawal memulai menggarap sawah, harga satu
kwintal gabah disetarakan dengan uang senilai Rp. 250.000,
tetapi jika Angkilan dilakukan di tengah-tengah menggarap
sawah atau sudah mendekati saat panen, harga disetarakan
dengan uang Rp. 300.000. hal ini dilakukan dengan
pertimbangan waktu pembayaran akan lebih lama jika utang
dilakukan di awal menggarap sawah. Jadi untuk menghindari
adanya kerugian yang berarti bagi salah satu pihak, maka para
pihak telah sepakat dengan ketentuan tersebut, karena pada
saat pembayaran atau ketika panen harga Angkilan satu
kwintal gabah basah disesuaikan dengan harga gabah pada
saat itu. Meskipun harga gabah lebih mahal maupun lebih
murah. Adapun dalam praktik ini beberapa pihak yang terlibat
diantaranya, adanya orang yang berutang dan orang yang

memberi utang, dan adanya perjanjian diantara keduanya.



57

1. Pihak yang bertransaksi

Dalam praktik Angkilan yang terjadi di desa

Sidoluhur, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

a)

b)

Kreditur

Kreditur adalah sebutan bagi orang-orang
yang berpiutang. Di desa Sidoluhur yang menjadi
kreditur adalah masyarakat yang mempunyai ekonomi
lebih baik, seperti pedagang maupun buruh. Adapun
beberapa pihak yang menjadi kreditur di Desa
Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati adalah
sebagai berikut:
1) Bapak Lasi

2) Ibu Dami
3) Ibu Damis
4) Bapak Edi
5) Ibu Nyarmi
6) Ibu Sukati
Debitur

Debitur adalah sebutan bagi orang yang
berutang. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa
Sidoluhur Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati yang
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya,
khususnya petani. Adapun beberapa petani yang telah

melakukan prantik Angkilan adalah sebagai berikut:
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1) lbu Sari

2) lbu Ngasinah

3) Bapak Suparman
4) Bapak Lasmin
5) lbu Sumini

6) lbu Jumirah

2. Akad (Perjanjian)

Praktik utang piutang dengan sistem Angkilan
merupakan cara yang dianggap paling mudah oleh para
petani dalam memenuhi kebutuhannya. Karena bagi
mereka yang kurang mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, praktik tersebut sebagai cara
andalan dalam memenuhi kebutuhannya.

Adapun mekanisme atau cara praktik Angkilan yang
berlaku di Desa Sidoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten
Pati adalah petani (debitur) datang kepada warga
(kreditur) untuk melakukan pinjaman. Kemudian para
pihak membuat suatu kesepakatan mengenai jumlah utang
beserta cara pengembaliannya. Sebagaimana kebiasaan di
Desa tersebut cara yang digunakan dalam pembayaran
yaitu dengan menyerahkan gabah basah hasil panennya
kepada kreditur, dengan ketentuan kwintalan, yaitu harga
yang dijadikan patokan pada praktik Angkilan pada saat
utang yaitu Rp. 300.000, dan ketika pembayaran (panen)

harga Angkilan disesuaikan dengan harga gabah pada saat
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panen. Cara ini menimbulkan beberapa kemungkinan,
yaitu kemungkinan untung maupun rugi. Terjadi
keuntungan bagi orang yang berpiutang apabila harga
gabah saat panen naik, dan terjadi kerugian bagi orang
yang berpiutang apabila harga gabah naik tetapi kualitas
gabah yang dijadikan pembayaran kurang baik, maka jika
diuangkan harga gabah akan lebih rendah dari harga
aslinya, tetapi karena mereka telah sepakat sebagaimana
kebiasaan yang ada, keuntungan maupun kerugian yang
terjadi tidak menjadi masalah baginya.

Contoh kasus:

a) Praktik Angkilan yang dilakukan oleh ibu
Ngasinah dan ibu Dami Ibu Ngasinah utang
kepada ibu Dami berupa uang sejumlah Rp.
300.000 untuk membayar sekolah anaknya, dalam
perjanjian ibu Ngasinah dan ibu Dami telah
sepakat bahwa utang tersebut akan dibayar
dengan gabah 1 kwintal pada saat panen dengan
harga gabah saat itu. Seperti kebiasaan di desa
tersebut bahwa gabah vyang dijadikan
pembayaran adalah berupa gabah yang masih
basah dan untuk  memudahkan  dalam
pengembalian  biasanya petani  melakukan
pembayaran tanpa ditimbang terlebih dahulu,

akan tetapi hanya menggunakan ukuran karung,
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b)

yaitu 1 karung gabah dianggap sebagai 50 kg, jadi
jika ibu Ngasinah utang uang Rp. 300.000 maka
beliau harus membayar dengan gabah 2 karung
atau 1 kwintal. Pada saat panen (18 February
2018) ibu Ngasinah membayar utangnya berupa 1
kwintal gabah, akan tetapi karena beliau merasa
kualitas gabahnya kurang baik, maka akhirnya
memutuskan untuk ditimbang terlebih dahulu,
setelah ditimbang 1 karung gabah memiliki berat
40 kg, jadi ibu Ngasinah membayar utangnya
dengan gabah 2,5 karung yaitu 1 kwintal gabah
basah. Adapun harga gabah pada saat itu adalah
Rp. 380.000, jadi jika dihitung setelah gabah
kering, maka dua setengah karung gabah beratnya
tinggal 75 kg. jadi secara perhitungannya ibu
Dami mendapat uang hasil pembayaran utangnya
dengan gabah tersebut senilai Rp. 3.800 x 75 Kg
= Rp. 285.000. sehingga berdasarkan harga gabah
waktu pengembalian, ibu Dami mengalami
kerugian uang senilai Rp. 15.000.°

Praktik Angkilan yang dilakukan oleh ibu Sari
dan Bapak Lasi

® Hasil wawancara dengan Ibu Ngasinah (seorang Debitur) di

rumahnya, pada tanggal 11 February 2018.
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Ibu Sari utang kepada bapak Lasi berupa uang
sejumlah Rp. 250.000 untuk keperluan membeli
bibit padi. Dalam perjanjian ibu Sari dan bapak
Lasi telah sepakat bahwa utang tersebut akan
dibayar dengan gabah 1 kwintal, dengan harga
gabah saat itu Rp. 380.000. Seperti kebiasaan di
desa tersebut bahwa gabah yang dijadikan
pembayaran adalah berupa gabah yang masih
basah dan untuk  memudahkan  dalam
pengembalian  biasanya petani  melakukan
pembayaran tanpa ditimbang terlebih dahulu,
akan tetapi hanya menggunakan ukuran karung,
yaitu 1 karung gabah dianggap sebagai 50 kg, jadi
jika ibu Sari utang uang Rp. 250.000 maka beliau
harus membayar dengan gabah 2 karung atau 1
kwintal. Pada saat panen (19 February 2018) ibu
Sari membayar utangnya berupa 1 kwintal gabah,
yaitu dengan gabah 3 karung. Seperti halnya ibu
Ngasinah pada kasus sebelumnya, harga gabah
pada saat itu adalah Rp. 380.000 karena memang
dalam waktu panen yang sama. Jika dihitung
setelah gabah kering, satu Kwintal gabah tersebut
memiliki berat 80 Kg. jadi total uang yang
diterima bapak Lasi dari transaksi tersebut adalah
Rp. 3.800 x 80 Kg = Rp. 304.000. sehingga jika
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dilihat dari jumlah uang yang diutang oleh Ibu
Sari vyaitu Rp. 250.000 maka bapak Lasi
mendapat keuntungan sebesar Rp. 54.000.”

D. Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Sidoluhur

Melakukan Praktik Angkilan

Desa Sidoluhur adalah salah satu desa yang terletak di
kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mayoritas masyarakatnya
bermatapencaharian sebagai petani, terutama petani gabah.
Kondisi ekonomi di Desa tersebut tergolong menengah
kebawah, dan kondisi pendidikannya juga masih kurang. Dari
faktor tersebut membawa masyarakat desa ini melakukan
suatu kebiasaan dengan tujuan tolong menolong dalam
memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana matapencahariannya
sebagai petani, pendapatannya mengikuti musim pertanian.
Pada musim tanam masyarakat sering kekurangan modal
untuk menggarap sawahnya, karena masyarakat hanya
mengandalkan hasil pertaniannya saja dalam memenuhi
kebutuhannya sehari-hari. Sehingga muncullah  suatu
kebiasaan di desa tersebut yaitu suatu kebiasaan utang piutang
yang disebut dengan istilah Angkilan, yaitu utang. Adapun
untuk mengetahui bagaimana praktik angkilan dan apa faktor-

faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sidoluhur

’ Hasil wawancara dengan bapak Lasi (seorang kreditur) di

rumahnya, pada tanggal 12 February 2018.
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melakukan transaksi ini, penulis melakukan wawancara
dengan beberapa masyarakat yang terlibat maupun yang tidak
terlibat dalam transaksi ini.

Menurut lbu Sari, sebagai seorang petani di Desa
tersebut, angkilan itu utang piutang yang biasa dilakukan oleh
para petani dengan buruh ataupun pedagang, oleh karena itu
dalam membayarnya dengan menggunakan gabah. Beliau
mengaku pernah beberapa kali melakukan praktik ini,
alasannya karena menurutnya utang dengan cara Angkilan
lebih  mudah dan tidak perlu waktu lama untuk
mendapatkannya. Sehingga beliau lebih memilih melakukan
transaksi ini daripada melakukan pinjaman di Bank-Bank,
selain prosedurnya susah, utang di Bank juga tidak bisa
diandalkan saat keadaan terdesak. Sedangkan dengan cara
Angkilan mereka tinggal datang ke rumah salah satu warga
untuk meminjam uang, maka akan mendapatkan uang
tersebut, tanpa harus meninggalkan barang jaminan.?

Pendapat beliau mengenai mengapa praktik ini masih
berlaku, beliau menjawab Angkilan masih berlaku karena
utang dengan cara ini sangat mudah dilakukan bagi para pihak
dan sudah seperti kebutuhan bagi keduanya, misalnya orang
yang berutang adalah seorang petani dan yang berpiutang

adalah buruh, karena mereka saling membutuhkan, maka

® Hasil Wawancara dengan lbu Sari (seorang petani) di rumahnya,
pada tanggal 12 February 2018.
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mereka saling membantu. Petani berutang kepada buruh dan
nantinya akan dikembalikan dengan gabah pada saat panen,
sesuai yang dibutuhkan buruh. Dan ketika ditanya mengenai
adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan,
beliau mengungkapkan bahwa menurutnya beliau tidak
merasa dirugikan, karena baginya praktik tersebut terjadi
karena saaling membutuhkan, bukan untuk jual beli yang
mencari keuntungan.’

Menurut ibu Ngasinah sebagai salah satu Debitur dan
sebagai petani, Jika ditanya mengenai apa itu Angkilan,
menurutnya Angkilan adalah utang piutang, tepatnya cara
berutang yang dilakukan oleh para petani untuk memenuhi
kebutuhannya, yang nantinya akan dibayar dengan gabah.
Mengapa dengan gabah ? Mengenai cara pembayarannya
yang berupa gabah, beliau mengaku hal itu sangat
memudahkan bagi petani, karena yang dihasilkan oleh petani
adalah gabah, jadi mereka bisa langsung membayar utangnya
saat panen dan tidak perlu menjual gabahnya terlebih dahulu
ketika mau membayar utangnya. Beliau mengaku pendapatan
dari hasil pertanian saja tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhannya, apalagi untuk memodali pertaniannya ketika
sampai pada musim tanam kedua, sehingga beliau sering
melakukan Angkilan untuk memodali pertaniannya maupun

untuk memenuhi kebutuhannya yang lain, seperti biaya

* Ibid.,
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sekolah anaknya. Kemudian setelah ditanya mengapa beliau
berutang dengan cara Angkilan, menurutnya cara ini lebih
mudah bagi para petani yang sedang membutuhkan dana
cepat, karena pinjaman yang dibutuhkan cukup sedikit
sehingga akan mudah mendapatkannya. Mengapa tidak
melakukan pinjaman di Bank?, menurutnya pinjaman di
Bank-Bank lebih panjang prosedurnya dan cukup ribet, lebih
baik mencari pinjaman di Desa, dan beliau mengaku sudah
beberapa kali melakukan utang dengan cara seperti itu.*

Selain itu soal adanya kelebihan atau keuntungan
yang mungkin terjadi disalah satu pihak, Ibu Ngasinah sendiri
tidak keberatan untuk itu, karena jika memang ada
keuntungan atau kelebihan itu belum seberapa karena beliau
telah merasa di tolong, dan adanya kelebihan itu tidak menjadi
syarat atau karena paksaan dari salah satu pihak.'* Mengenai
bagaimana hukumnya dalam Islam beliau mengatakan tidak
tahu, tetapi karena itu termasuk kebiasaan dengan tujuan
saling tolong menolong maka beliau menganggapnya boleh
dilakukan.*?

Menurut Ibu Dami, salah seorang kreditur pada
transaksi ini, mengapa beliau mau memberikan pinjaman

dengan cara seperti ini. Menurut beliau cara ini lebih mudah

19 Hasil wawancara dengan Ibu Ngasinah (seorang Debitur) di
rumahnya, pada tanggal 11 February 2018.
bid.,
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untuk dilakukan, alasannya karena beliau seorang buruh,
daripada uangnya untuk membeli beras yang cenderung lebih
mahal harganya, lebih baik diutangkan kepada petani yang
kemudian dikembalikan dengan gabah.®

Ketika ditanya tentang adanya perbedaan harga ketika
utang dan ketika panen, beliau tidak memperhitungkan
sebelumnya. Jadi apabila terjadi kelebihan atau kekurangan
beliau juga tidak mempermasalahkan, karena seperti halnya
para buruh yang lain ibu Dami tidak memperjualbelikan
gabah tersebut akan tetapi untuk memenuhi kebutuhannya
sendiri. Mengenai bagaimana hukum transaksi tersebut dalam
Islam beliau menjawab kurang tahu soal hukumnya. Selama
transaksi tersebut masih berlaku dan para pihak tidak merasa
keberatan, jadi boleh dilakukan. Tambahnya.**

Menurut Ibu Siti, seorang Guru di Desa tersebut yang
tidak terlibat langsung dalam transaksi. Setelah penulis
bertanya tentang Angkilan beliau cukup tahu apa yang
dimaksud dengan Angkilan, kemudian penulis bertanya
mengenai apa yang diketahui tentang transaksi tersebut,
menurutnya praktik transaksi Angkilan berawal dari adanya
suatu kebutuhan dari pihak petani dan buruh. Karena merasa

saling membutuhkan maka mereka saling membantu,

'3 Hasil wawancara dengan Ibu Dami (seorang Kreditur) di
rumahnya, pada tanggal 12 February 2018.
* Ibid.,
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sehingga timbullah suatu perjanjian dimana seorang petani
berutang kepada buruh dengan cara pembayaran berupa
gabah. Mengapa gabah? Karena yang dihasilkan oleh petani
adalah gabah, jadi gabah dijadikan sebagai pembayaran
supaya lebih mudah dan sesuai kebutuhan buruh. Mengenai
sejak kapan praktik ini berlaku, beliau kurang tahu pastinya,
tetapi praktik ini sudah berlaku lama dan sudah menjadi suatu
kebiasaan di desa tersebut.”

Sedangkan mengenai adanya kemungkinan untung
dan rugi, menurut beliau sendiri ini tidak dipermasalahkan
oleh para pihak karena sebagaimana praktiknya mereka tidak
pernah memperhitungkan mengenai untung dan rugi dari awal
akad, menurutnya yang penting kebutuhannya terpenuhi. Soal
hukumnya dalam Islam menurutnya, sebenarnya jika dilihat
secara teori utang dalam Islam dengan cara seperti itu tidak
diperbolehkan, karena ada yang tidak pasti, sehingga dapat
menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, karena cara
pengembaliannya berupa gabah yang masih basah dan harga
gabah disesuaikan dengan harga gabah pada saat panen, maka
praktik ini terlihat ada unsur ribanya. Karena, harga gabah
saat panen bisa lebih mahal bisa lebih murah. Akan tetapi

karena praktik ini sudah menjadi suatu kebiasaan di Desa

1> Hasil wawancara dengan lbu Siti (seorang Guru) di rumahnya,
pada tanggal 11 February 2018.
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tersebut akan sulit untuk dihilangkan, karena mereka
mempunyai tujuan saling tolong menolong.®

Sama halnya dengan ibu Siti, menurut bapak Edi
sebagai seorang petani, transaksi Angkilan yang berkembang
di Desa Sidoluhur ini hukumnya Syubhat. Menurutnya jika
dilihat dari hukum Islam transaksi tersebut sebaiknya tidak
dilakukan, karena nantinya akan menyebabkan adanya
keuntungan maupun kerugian pada salah satu pihak."’

Selain itu menurut ibu Nyarmi, sebagai salah satu
kreditur dalam praktik ini, berpendapat bahwa masyarakat
melakukan praktik Angkilan dikarenakan buruh membutuhkan
gabah untuk memenuhi kebutuhannya. Praktik ini berawal
dari pada zaman dahulu masyarakat desa Sidoluhur belum
mengenal bank-bank maupun lembaga-lembaga simpan
pinjam lainnya. Sehingga dalam memenuhi kebutuhannya
mereka melakukan pinjaman di desa, yang lebih mudah dan
cepat. Beliau juga mengatakan mengapa beliau mau
memberikan pinjaman dalam bentuk Angkilan, yaitu karena
beliau membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhannya
sehari-hari. Bagi orang yang tidak memiliki sawah, mereka

lebih memilih melakukan utang piutang dengan cara tersebut

1 1hid.,
' Hasil wawancara dengan bapak Edi (seorang kreditur) di

rumahnya, pada tanggal 12 February 2018
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daripada harus membeli beras, karena cara tersebut lebih
mudah dilakukan.*®

Jika ditanya mengenai adanya kemungkinan untung
dan rugi, beliau mengaku tidak keberatan jika seandainya ada
kerugian, mengenai apakah pernah mengalami kerugian
dalam transaksi tersebut, beliau menjawab tidak tahu, karena
beliau tidak memperhitungkan mengenai harga gabah saat
utang dan harga ketika panen, selain itu gabah yang
diterimanya sebagai pembayaran utang tidak diperjualbelikan,
akan tetapi dipakai untuk kebutuhannya sendiri. Beliau juga
menuturkan bahwa praktik ini dilakukan atas dasar tolong
menolong dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing
pihak bukan untuk mencari keuntungan layaknya jual beli.

Mengenai bagaimana status hukumnya dalam Islam,
beliau menjawab tidak tahu tentang itu, akan tetapi
menurutnya praktik tersebut boleh dilakukan karena dengan
praktik tersebut dapat memudahkan semua pihak dalam
memenuhi kebutuhan.*

Menurut Ibu Isnaini, sebagai seorang petani yang
tidak  terlibat langsung dalam  praktik  tersebut,
mengungkapkan sebagaimana pendapat ibu Nyarmi, bahwa

adanya praktik tersebut karena adanya kebutuhan yang

'8 Hasil Wawancara dengan Ibu Nyarmi sebagai seorang Kreditur, di
rumahnya, jum’at 11 February 2018.
9 bid.,
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mendesak. Jika ditanya tentang adanya keuntungan disalah
satu pihak, menurutnya kemungkinan itu pasti ada, akan tetapi
karena pihak kreditur tidak menjual kembali gabahnya jadi
tidak ada perhitungan mengenai untung rugi, sehingga mereka
tidak keberatan.?

Mengenai status hukumnya dalam Islam, menurutnya
jika dilihat dari sisi utang piutang maka seharusnya tidak
boleh, karena dengan cara pembayarannya yang berupa gabah
itu kurang tepat, karena harga gabah yang dijadikan patokan
dalam pembayaran yaitu harga gabah pada saat panen,
padahal gabah saat panen biasanya bisa naik bisa turun, akan
tetapi karena dalam praktik Angkilan sudah ditentukan harga
waktu utangnya yaitu Rp. 300.000 maka pada saat panen
kemungkinan terjadi keuntungan atau kerugian karena harga
gabah ketika panen per kwintalnya biasanya lebih mahal atau
lebih murah. Jadi pada saat pembayaran sering terjadi adanya
semacam bunga atau kelebihan yang di dalam Islam di larang.
Akan tetapi karena praktik tersebut sudah menjadi suatu
kebiasaan dan dilakukan dengan tanpa paksaan, maka semua
dikembalikan kepada para pihak.

Akan tetapi setelah penulis bertanya mengenai setuju
atau tidak jika praktik tersebut tetap dilakukan, beliau

menjawab setuju, karena praktik tersebut sudah menjadi

% Hasil Wawancara dengan Ibu Isnaini warga yang tidak terlibat

transaksi Angkilan, di rumahnya 12 February 2018.
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kebiasaan dan akan sulit jika dihilangkan mengingat caranya
yang mudah dan cepat. Selain itu hampir semua warga desa
Sidoluhur masih melakukan praktik ini dan sudah ada sejak
puluhan tahun yang lalu.!

Setelah penulis melakukan wawancara dengan
beberapa petani maupun buruh baik yang terlibat dalam
transaksi Angkilan atau tidak, mereka mempunyai pendapat
yang cenderung sama tentang praktik ini. Yaitu secara umum
faktor yang mempengaruhi praktik utang uang di bayar
dengan gabah atau yang dikenal dengan istilah Angkilan di
desa Sidoluhur kecamatan Jaken, kabupaten Pati adalah
karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak bagi para
petani dan didukung dengan caranya yang lebih mudah serta
tidak membutuhkan waktu yang lama daripada melakukan
pinjaman di bank-bank yang lebih susah prosesnya dan harus

adanya jaminan.

! Ibid.,
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ANGKILAN DI DESA SIDOLUHUR KECAMATAN JAKEN
KABUPATEN PATI

A. Analisis terhadap Praktik Angkilan di Desa Sidoluhur
Kec. Jaken, Kab. Pati

Utang piutang merupakan suatu jenis transaksi dalam
bermuamalah yang sangat umum terjadi dimasyarakat.
Transaksi ini ada karena adanya suatu kebutuhan mendesak
yang harus terpenuhi oleh pihak yang sedang kesulitan dalam
memenuhi banyaknya kebutuhan. Utang piutang sekarang ini
sangat banyak ragamnya, sebagaimana di lembaga-lembaga
syariah seperti Bank Syariah, KSPPS, maupun BMT, sudah
sangat banyak macam-macam produk utang piutang, dari
pinjaman yang murni pinjaman atau disebut dengan Qardhul
Hasan maupun bekerja sama dalam hal pembiayaan, seperti

Mudharabah, Musyarakah, maupun Murabahah.

Sebagaimana yang terjadi di desa Sidoluhur
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, utang piutang merupakan
suatu yang sudah dianggap sebagai kebutuhan. Begitu juga
yang dirasakan oleh para petani di desa tersebut. Di desa yang
penghasilan utamanya bertumpu pada hasil pertanian ini,

utang merupakan sesuatu yang sudah wajar dilakukan. Karena

73



74

ketika musim tanam, petani sering kekurangan modal untuk
menggarap sawahnya. Oleh karena itu, utang menjadi suatu
kebutuhannya. Utang yang dimaksud masyarakat desa
tersebut adalah utang yang dalam pengembaliannya dalam
bentuk barang. Oleh masyarakat desa Sidoluhur disebut
dengan istilah Angkilan. Yaitu suatu transaksi utang uang

yang nantinya akan dibayar dengan gabah ketika panen.

Praktik utang piutang ini berlangsung sudah sangat
lama, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan di Desa ini.
Meskipun demikian masyarakat tidak mengetahui dengan
pasti kapan praktik ini mulai ada. Karena masyarakat hanya
meneruskan kebiasaan yang sudah ada. Alasan masyarakat
melakukan praktik ini adalah karena adanya suatu kebutuhan,
sehingga tercipta suatu perjanjian antara petani dengan buruh
atau pedagang. Dalam perjanjian tersebut apabila petani
kekurangan modal dalam menggarap sawahnya, mereka
melakukan transaksi utang dengan masyarakat yang
mempunyai tingkat ekonomi lebih tinggi, biasanya buruh atau
pedagang. Dalam hal ini petani sebagai debitur dan buruh atau
pedagang sebagai kreditur. Perjanjian dilakukan dengan
kesepakatan debitur yang melakukan utang uang kepada
kreditur, nantinya akan membayar utangnya dengan gabah.
Dengan adanya ketentuan, jika petani melakukan transaksi ini

ketika akan memulai menggarap sawahnya, maka harga yang
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dijadikan patokan dalam transaksi Angkilan tahun ini Rp.
250.000, tetapi jika petani melakukan transaksi ini ditengah-
tengah menggarap sawahnya atau sudah mendekati panen,
harga yang dijadikan patokan adalah Rp. 300.000. artinya jika
petani berutang uang Rp. 250.000 maupun Rp. 300.000 sesuai
ketentuan tersebut, maka petani harus membayar utangnya

dengan 1 kwintal gabah ketika panen.

Kesepakan harga tersebut dilakukan dengan
pertimbangan karena jarak atau waktu untuk pembayaran
utangnya lebih lama. Supaya tidak terjadi kerugian yang
berarti bagi salah satu pihak maka harga tidak disamakan
dengan harga gabah pada saat utang, karena harga gabah saat
itu akan cenderung lebih mahal. Meskipun dari para pihak
sendiri mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Selain
itu dalam transaksi ini gabah yang dijadikan sebagai
pembayaran utang merupakan gabah yang masih basah,
sehinga akan terjadi perbedaan ukuran pada saat
pengembalian. Meskipun demikian mengenai ketentuan-
ketentuan yang ada bahwa pengembaliannya yang berupa
gabah para pihak telah setuju dan tidak keberatan, karena
ketentuan tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan yang masih

dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan data hasil wawancara penulis dengan

beberapa warga yang terlibat maupun yang tidak terlibat
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dalam transaksi, penulis menyimpulkan bahwa faktor
masyarakat melakukan praktik ini dibedakan menjadi

beberapa yaitu:

1. Faktor Ekonomi
Dilihat dari sisi ekonomi, masyarakat desa Sidoluhur
cenderung memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah.
Termasuk para debitur yang melakukan transaksi ini. Hal
ini dapat dilihat dari penghasilan yang diperoleh adalah
dari hasil pertanian, bahkan pertanian merupakan
penghasilan  utamanya. Sehingga mereka sering
kekurangan modal ketika mau memulai menggarap
sawah.
2. Faktor Pendidikan

Masyarakat desa ini juga tergolong masih rendah
pendidikannya, yaitu pada umumnya mereka hanya
lulusan SD, bahkan ada yang tidak lulus. Hal ini
dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah dan kurangnya
perhatian mereka terhadap pentingnya pendidikan.
Pengetahuan mereka terhadap dunia usaha pun sangat
minim, oleh karena itu untuk mengembangkan
penghasilannya dengan usaha-usaha yang lebih baik juga
cukup sulit. Bahkan untuk melakukan pinjaman di bank-
bank maupun lembaga lain mereka tidak tertarik, karena

selain akses menuju bank cukup jauh, proses yang harus
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dilewati juga cukup rumit, sehingga adanya transaksi
utang piutang dengan cara Angkilan sangat memudahkan
bagi masyarakat desa dengan latar belakang pendidikan
dan tingkat ekonomi yang masih kurang.
3. Akses Menuju Bank

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, masyarakat desa
Sidoluhur melakukan praktik ini karena ketidaktahuannya
tentang lembaga-lembaga yang dapat melayani berbagai
macam produk. Hal ini karena akses menuju bank itu
sendiri jauh, sehingga mereka lebih memilih angkilan dari
pada utang di bank. Selain itu prosedur untuk melakukan
pinjaman di bank juga cukup rumit dan harus mempunyai

harta sebagai jaminan dalam suatu transaksi di bank.

Meskipun dalam praktik angkilan memungkinkan
adanya kerugian maupun keuntungan bagi salah satu pihak,
tetapi mereka tidak diberatkan dengan hal tersebut. Karena
menurutnya jika ada keuntungan bagi salah satu pihak itu
dianggap sebagai ucapan terimakasih atas bantuan yang
diberikan. Selain itu para pihak yang melakukan transaksi ini
atas kemauannya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan
saling ridha satu sama lain. Sehingga mereka tidak

memperhitungkan mengenai untung maupun rugi sebelumnya.

pada dasarnya praktik Angkilan dilakukan oleh orang-

orang yang benar-benar membutuhkan pinjaman uang, bukan
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bermaksud untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat dilihat
dari tingkat ekonomi para pihak yang terlibat dalam transaksi
tersebut. Bahwa transaksi ini dilakukan oleh seorang petani
dengan seorang buruh maupun pedang atau orang-orang yang
mempunyai tingkat ekonomi lebih baik. Yaitu pada saat
petani membutuhkan uang untuk menggarap sawahnya
maupun untuk kebutuhannya yang lain, dan buruh
membutuhkan beras untuk memenuhi kebutuhan pokoknya
sehari-hari. Oleh karena itu, muncullah perjanjian utang
piutang yang disebut dengan istilah Angkilan.

Berdasarkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya
transaksi Angkilan. Penulis meyimpulkan bahwa Angkilan
merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat desa Sidoluhur,
khususnya bagi para petani. Sebagaimana hasil wawancara
penulis dengan Ibu Ngasinah. Beliau merupakan seseorang
yang mengandalkan pertanian sebagai pendapatan pokoknya.
Menurut beliau, dari sepetak sawah yang dimilikinya,
biasanya menghasilkan 27 karung gabah atau kira-kira 12
kwintal gabah. Dari penghasilan yang didapat beliau gunakan
untuk biaya saat panen, yaitu meliputi 6 pekerja yang masing-
masing pekerja Rp. 70.000 sehari, untuk biaya pekerja beliau
membutuhkan uang Rp. 420.000, biasanya beliau
membayarnya dengan menjual gabah. Pada saat itu 1 kwintal

gabah berharga Rp. 380.000 sehingga beliau menjual
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gabahnya 3 kwintal untuk biaya pekerja dan lain-lain. Karena
beliau tidak bekerja sampingan, selain untuk memenuhi
kebutuhan pangan sehari-hari, hasil pertanian juga beliau
gunakan untuk memenuhi biaya sekolah anaknya. Sehingga
beliau mengaku bahwa pendapatan yang dihasilkan dari
pertanian seringkali tidak dapat mencukupi kebutuhannya,
apalagi untuk memodali musim tanam kedua.! Maka beliau
sering melakukan utang untuk memenuhi kebutuhannya pada
saat akan menggarap sawah. Ibu Ngasinah telah melakukan
praktik utang dengan cara Angkilan beberapa kali. Dan
menurut beliau, cara seperti itu tidak merugikan karena beliau
melihat dari sisi saling tolong menolong.

Dari semua faktor hasil dari wawancara penulis
dengan pihak-pihak yang terlibat, transaksi ini dilakukan
karena adanya suatu kebutuhan, tidak ada tujuan untuk
mencari keuntungan. Transaksi ini juga dilakukan atas dasar
saling tolong menolong, selain itu kedua pihak yang
bertransaksi tidak atas paksaan orang lain, mereka saling ridha
atas kesepakatan yang telah dibuat. Adapun keadaan darurat
terdiri dari beberapa timgkatan yaitu:

1. Dlarurat, yaitu keadaan dimana apabila seseorang tidak
segera mendapat pertolongan akan menyebabkan

kematian atau hampir mati.

! Hasil Wawancara dengan ibu Ngasinah (Seorang Petani)
dirumahnya, 18 February 2018.
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Hajat, yaitu keadaan dimana apabila seseorang tidak
mendapatkan pertolongan akan menyebabkan kesusahan
atau kepayahan akan tetapi tidak sampai menyebabkan
kematian.

Manfa’at, yaitu suatu keadaan yang bersifat keterpaksaan,
misalnya seseorang ingin makan nasi, tetapi karena tidak
mempunyai nasi maka dia makan ketela.

Zienah, yaitu suatu keadaan yang berawal dari keinginan,
misalnya seseorang ingin makan nasi dengan lauk mewah,
akan tetapi karena keterbatasannya maka dia makan
dengan lauk sederhana.

Fudlul, yaitu suatu keadaan karena ingin berlebih-
lebihan, misalnya seseorang sudah bisa makan dengan
cukup, akan tetapi karena dia masih ingin yang

berlebihan, sehingga dia makan makanan yang haram.?

Jika dilihat dari faktor, menurut penulis praktik

Angkilan yang terjadi di desa Sidoluhur sebagaimana faktor-
faktor yang ada yaitu praktik tersebut dilakukan atas dasar
adanya suatu keadaan terdesak atau keadaan dlarurat.
Berdasarkan beberapa tingkatan keadaan dlarurat yang
dipaparkan di atas, adanya praktik ini termasuk dalam

tingkatan keadaan dlarurat hajat, dimana seorang petani

2 Moh. Adib Bisri, Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah, Kudus: Menara

Kudus, 1997, him. 22.
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sangat membutuhkan uang dan apabila tidak mendapatkan
pinjaman uang, maka petani akan mengalami kesusahan atau
kepayahan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat
dilihat dari kasusnya ibu Sari, berdasarkan wawancara yang
dilakukan oleh penulis, ibu Sari melakukan praktik utang
piutang dengan cara Angkilan disebabkan karena adanya suatu
kebutuhan untuk membeli bibit, untuk memulai menggarap
sawahnya. Kemungkinan yang terjadi jika tidak mendapat
pinjaman, ibu Sari akan Kkesusahan dalam menggarap
sawahnya. Dalam suatu kaidah dalam hukum Islam
menyatakan bahwa “apa yang diperbolehkan karena darurat,
maka diukur menurut kadar kemudharatannya”.® Kemudian
dijelaskan pada kaidah selanjutnya yaitu, “kebutuhan itu
dapat menempati tempatnya darurat, baik kebutuhan yang
umum maupun kebutuhan yang khusus.” * Maksudnya adalah
suatu keringanan tidak hanya untuk kemadharatan saja, tetapi
juga berlaku pada kebutuhan (hajat), baik kebutuhan yang

bersifat umum maupun khusus.

Menurut penulis, dalam praktik angkilan terdapat
unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini terletak pada kualitas
dan harga gabah itu sendiri. Karena pada praktiknya gabah

yang dijadikan pembayaran adalah gabah yang masih basah

® A. Ghazali Ilhsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Semarang:
Basscom Multimedia Grafika, 2015, him. 79.
*Ibid., him. 83..
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dan baru diketahui kualitashya setelah panen tiba. Selain itu
harga dari gabah itu sendiri belum diketahui dengan jelas oleh
para pihak yang bertransaksi, Karena harga gabah mengikuti
harga pada saat panen meskipun nantinya tidak sesuai dengan
jumlah uang vyang diutang. Adanya ketidakjelasan ini
menyebabkan timbulnya suatu kerugian bagi salah satu pihak.
Namun meskipun demikian, bagi para pihak yang bertransaksi
hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan. Para pihak
mengaku tidak keberatan dengan praktik yang ada, bahkan
mereka telah sepakat satu sama lain. Pada dasarnya praktik
tersebut dilakukan dengan prinsip saling tolong menolong
dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dimana pada
praktiknya pihak yang berlaku sebagai kreditur adalah
seorang buruh tani, sedangkan yang berlaku sebagai seorang
debitur adalah seorang petani. Buruh tani mau melakukan
transaksi ini karena membutuhkan gabah untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya, bukan untuk diperjualbelikan.
Sedangkan petani mau melakukan praktik ini karena
membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya baik
untuk modal pertanian maupun untuk  memenubhi
kebutuhannya vyang lain. Sehingga para pihak yang
bertransaksi tidak merasa rugi satu sama lain dengan

berprinsip saling tolong menolong.
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B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Angkilan di Desa
Sidoluhur Kec. Jaken Kab. Pati

Islam merupakan agama yang sifatnya menyeluruh
dan mengatur semua tentang kehidupan manusia. Salah satu
didalamnya adalah tentang hukum atau aturan-aturan yang
berlaku bagi manusia, baik secara individu maupun sosial.
Hukum yang dimaksud penulis adalah hukum Muamalah,
yaitu hukum-hukum yang mengatur segala sesuatu yang
berhubungan dengan hubungan antara manusia dengan
manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang,
gadai, hibah, dan lain sebagainya.

Utang piutang merupakan suatu kegiatan yang tidak
bias lepas dari kehidupan di masyarakat, bahkan telah menjadi
suatu kebutuhan bagi masyarakat. Seperti halnya di desa
Sidoluhur, desa yang terletak di kecamatan Jaken, kabupaten
Pati ini merupakan desa kecil yang mayoritas masyarakatnya
bermatapencaharian sebagai petani, lebih tepatnya petani
gabah (padi). Kondisi ekonomi masyarakat desa Sidoluhur
termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah, dimana
mereka mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi
kebutuhannya. Bahkan dalam bertani, gagal panen merupakan
sesuatu yang sudah biasa terjadi, sehingga pendapatan
tergantung pada hasil panen yang didapat. Mengingat begitu
banyaknya kebutuhan, masyarakat sering mengalami

kekurangan modal saat akan menggarap sawahnya. Sehingga
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adanya transaksi utang piutang merupakan salah satu
alternatif untuk membantu  memenuhi  kebutuhannya
sementara. Bentuk utang piutang yang berlaku di desa
tersebut adalah Angkilan yaitu utang piutang dalam pertanian
dimana pembayarannya dengan gabah ketika panen..

Transaksi utang piutang dengan cara Angkilan ini
berlangsung dengan cara seorang petani (debitur) datang
kepada warga (kreditur) untuk menyampaikan maksudnya,
yaitu ingin berutang kepada kreditur. Kemudian kedua pihak
mengadakan sebuah kesepakatan bahwa utang uang yang
dilakukan oleh debitur nantinya akan dikembalikan dengan
gabah ketika panen. Mengenai jumlah uang yang dibutuhkan
dan jumlah gabah yang nantinya akan dijadikan sebagai
pembayaran, serta waktu pembayaran utangnya telah mereka
sepakati ketika akad. Pada sub bab ini penulis akan
menganalisis transaksi Angkilan jika dilihat dari teori gard
yaitu rukun dan syarat Qard dan Riba.

1. Analisis Praktik Angkilan berdasarkan Teori Qard

Jika dilihat dari rukun dalam transaksi utang
piutang (Qard), Qard harus memenuhi semua rukun yaitu,
Sighat Qard, Aqgidain, dan ma’qud. Berdasarkan
praktiknya, Angkilan telah memenuhi rukun dalam utang
piutang, yaitu adanya orang yang berutang dan orang

yang memberi utang (Agidain), kemudian kedua pihak
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melakukan ljab Qabul (sighat Qard), yaitu yang ditandai

dengan adanya ucapan utang atau semakna dengannya

dan diikuti tanda terima atau ridha oleh orang yang

memberi utang, dan adanya barang atau objek yang

diutangkan (ma 'qud), dalam transaksi ini objeknya berupa

uang dan gabah, dimana uang sebagai barang yang di

utang dan gabah sebagai pembayarannya.

Sedangkan jika dilihat dari syarat-syarat yang

harus dipenuhi, menurut Wahbah Zuhaili syarat utang

piutang (gard) yaitu:

a.

Akad Qard dilakukan dengan Shighat ljab dan Kabul
atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti
akad dengan tindakan /saling memberi dan saling
mengerti;

Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap
hokum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan). Apabila
Qard dilakukan oleh anak kecil yang masih dibawah
umur atau orang gila, maka akad tersebut hukumnya
tidak sah.

Menurut jumhur Ulama, harta yang dipinjamkan
dalam akad Qard dapat berupa barang-barang yang
ditakar (makilat), barang-barang yang ditimbang
(mauzunat), maupun barang-barang Yyang ada

persamaannya di pasar. Dengan kata lain, objek gard
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merupakan setiap barang yang boleh dijadikan objek
jual beli, maka barang tersebut boleh pula dijadikan
akad gard.

d. Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang
dipinjamkan harus jelas agar mudah dalam
pengembaliannya. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan
agar dalam pengembalian utang tidak ada perselisihan
antara kedua pihak dan memudahkan dalam

pengembaliannya.’

Dalam praktiknya Angkilan sudah menggunakan
akad yaitu ijab gabul (serah terima) yang menunjukkan
saling ridhanya kedua pihak. Pihak-pihak yang berakad
atau yang melakukan transaksi ini merupakan orang
dewasa yang berakal sehat dan melakukan transaksi atas
dasar keinginannya sendiri atau tanpa paksaan orang lain.
Selain akad dan pihak-pihak yang berakad, barang atau
objek Angkilan merupakan barang yang ada padanannya
dan dapat ditakar atau ditimbang, serta dapat di jadikan
sebagai objek dalam jual beli, pada transaksi ini objeknya
yaitu uang. Sedangkan mengenai syarat yang keempat
yaitu mengenai ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas dari

objek akad tersebut harus jelas. Dalam praktik Angkilan

> Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu 5, penerjemanh,
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, him 379.
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menggunakan ukuran dan jumlah yang telah disepakati
pada saat akad, yaitu jumlah uang yang diutang jika
diawal menggarap sawah Rp. 250.000 dan apabila di
pertengahan menggarap sawah atau sudah mendekati
panen yaitu Rp. 300.000, dan pembayarannya berupa
gabah 1 kwintal, karena utang tersebut dibayar
menggunakan gabah yang merupakan barang yang harus
ditimbang. Mengenai kualitas, dalam transaksi Angkilan
kualitas gabah yang dijadikan pembayaran hanya
dijelaskan berupa gabah saja tanpa ditentukan jenis
gabahnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya
perbedaan jumlah pembayaran jika disetarakan dengan
uang. Karena pada saat utang, gabah belum ada apa pada

pihak debitur bahkan masih dalam proses penanaman.

Berdasarkan teori Qard, jika dilihat dari syarat
dan rukun Qard, transaksi angkilan yang ada di Desa
Sidoluhur, Kecamatan Jaken, Pati, belum memenuhi salah
satu syarat dari transaksi Qard menurut Islam. Hal ini
dapat dilihat dari syarat Qard yang keempat, yaitu ukuran,
jenis, dan kualitas harta yang dijadikan objek pembayaran
belum jelas kualitasnya. Ketidakjelasan ini terjadi karena
gabah yang dimaksud tidak ada ketika akad dilakukan,
bahkan masih dalam proses penanaman. Sehingga pihak

kreditur tidak mengetahui bagaimana kualitas gabah yang
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akan diterima sebagai pembayaran atas piutang yang
diberikan kepada pihak debitur. Hal inilah yang nantinya
dapat menyebabkan adanya perbedaan nilai uang yang
diutang dengan jumlah gabah yang dibayarkan. Adapun
dalam hukum Islam suatu transaksi dapat dikatakan sah
apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat sah dalam
akad. Jika syarat tersebut atau salah satu dari syarat
tersebut tidak terpenuhi maka akad yang terjadi menjadi
fasid atau rusak.

Analisis Praktik Angkilan berdasarkan Teori Riba

Transaksi utang piutang merupakan suatu
kegiatan yang bersifat tolong menolong, artinya seseorang
mengutangkan hartanya tanpa meminta balasan ataupun
tambahan berupa apapun dari orang yang utang. Sehingga
apabila dalam suatu transaksi utang piutang (Qard)
mensyaratkan adanya tambahan pada saat pembayaran,
maka tambahan tersebut merupakan riba, sebagaimana
kaidah:

< z

6 . st Zoco. 5. & g2
-‘-!;}é—“*“ﬁg’ﬁg};

“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh
kreditor) adalah sama dengan riba”

® Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam

Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis, Cet I, Jakarta: Prenadamedia
Group, 2006, him. 138.
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Sedangkan apabila tambahan tersebut tidak
disyaratkan, maka hal itu diperbolehkan, karena termasuk
dalam pemberian atau sedekah sebagai ungkapan terima

kasihnya, sebagaimana hadits nabi berikut:

bl B4 (6 Y ¢ gt ) ol @ ek i J6
Ja,...., 6 daali3 Gye b

“Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi
utang hingga waktu tertentu, “hal itu tidak
mengapa, meskipun dia memberikan yang lebih

baik dari dirham miliknya selama tidak
mensyaratkannya (dalam akad)”.’

Adapun pada praktik Angkilan, utang ini dibayar
dengan gabah ketika panen. Dengan kesepakatan pada
saat petani utang uang Rp. 300.000 maka harus membayar
utangnya dengan gabah satu kwintal ketika panen. Pada
saat akad para pihak sudah menyadari bahwa pada saat
panen harga gabah tidak selalu sama, bahkan bisa lebih
mahal bisa lebih murah. Tetapi para pihak tidak
mempermasalahkan hal itu, karena ketentuan tersebut
merupakan sebuah kebiasaan yang telah terjadi di desa
tersebut, sehingga mereka telah sepakat dengan ketentuan

yang ada. Mengenai pengembaliannya yang berupa gabah,

Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqgalani, Fathul Baari Syarah
Shahih Al-Bukhari, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid
13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, him. 407.
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hal ini tidak termasuk dalam kategori adanya syarat dalam
transaksi tersebut, tetapi sebagaimana pengertian dari kata
Angkilan itu sendiri yaitu utang uang yang dibayar dengan
gabah. Sehingga dalam transaksi Angkilan tidak termasuk

utang piutang bersyarat.

Menurut  Ibnu  Qudamah apabila debitur
membayar utangnya dengan memberi kelebihan tanpa
kesepakatan dalam akad atau membayar dengan yang
lebih baik atas kemauannya sendiri, hal ini diperbolehkan,
sebagaimana Nabi SAW pernah meminjam anak unta dari
seseorang, kemudian beliau mengembalikannya dengan

unta yang lebih baik.® Sebagaimana hadits berikut :

s adde Al J30 (5 S8 OF L8l (o) B335 ool (8
S

Yuis :55:1\ Ul OB 3363 : JBS sl & 6.@.5 ARARE
136 4 e iadl Y1 dad Y 115085 861 8385 1w 4 1935505

2 A

5 b fa 1855 B 4Gy 45k 45320

Dari Abu Hurairah, “seorang laki-laki menagih
Rasulullah SAW dan bersikap kasar terhadap beliau.
Maka para sahabat beliau bermaksud membalasnya.
Namun, beliau bersabda,  ‘biarkanlah  dia,
sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara,
belilah untuknya satu unta dan berikan kepadanya!’
para sahabat berkata ‘kami tidak mendapati kecuali

¥ Ibnu Qudamah, Al-Mughni (6), penerjemah: Misbah, Jakarta:

Pustaka Azzam, 2009, him. 17.
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lebih tua daripada usia untanya’. Beliau bersabda
‘belilah  unta itu dan berikan kepadanya.
Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling
baik dalam membayar utang’.”®

Alasan diperbolehkan karena adanya tambahan
ini tidak sebagai pengganti dalam transaksi utang piutang,
bukan sebagai syarat dalam transaksi utang piutang,
sehingga adanya tambahan tersebut diperbolehkan
sebagaimana praktik Angkilan yang ada di Desa
Sidoluhur. Pada praktik Angkilan, gabah yang dijadikan
sebagai pembayaran tidak sebagai syarat, melainkan
gabah merupakan wujud dari pengertian kata Angkilan itu
sendiri. Dalam praktik Angkilan yang ada di Desa
Sidoluhur merupakan praktik utang piutang tanpa syarat,
dan apabila terjadi perbedaan jumlah dalam pembayaran
utang piutang tersebut bukan kelebihan yang disyaratkan

dalam akad.

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat
bahwa praktik angkilan yang ada di Desa Sidoluhur
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sudah memenuhi rukun
dan syarat dalam akad Qard, sehingga diperbolehkan
dalam Islam. Mengenai adanya ketidakjelasan pada

kualitas dari objek Qard, hal ini tidak menjadi suatu

% Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah
Shahih Al-Bukhari, Amiruddin, “Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari”, Jilid
13, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, him. 374.
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masalah bagi masyarakat pelaku baik kreditur maupun
debitur dan mereka telah ikhlas satu sama lain. Karena
tujuan utama dilakukannya praktik angkilan adalah untuk
memenuhi  kebutuhannya dengan prinsip  tolong
menolong. Dan mengenai pembayarannya berupa gabah
hal ini tidak dikatakan sebagai syarat dari adanya utang
piutang tersebut, tetapi gabah merupakan pengertian dari
kata Angkilan itu sendiri. Sehingga jika ada kelebihan
maupun kekurangan karena adanya Kketidakjelasan
tersebut tidak menjadi suatu masalah karena adanya
tambahan tersebut merupakan suatu tambahan yang tidak
disyaratkan. Sehingga menurut penulis, berdasarkan
analisis tersebut, praktik angkilan boleh dilakukan

menurut hukum Islam.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis
terhadap praktik Angkilan yang ada di Desa Sidoluhur,
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati sebagaimana yang telah
dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan
bahwa:

1. Angkilan adalah praktik utang piutang uang yang
pembayarannya dengan gabah atau kwintalan. Praktik ini
dilakukan oleh masyarakat desa Sidoluhur Kecamatan
Jaken, Kabupaten Pati. Praktik ini dilakukan antara petani
(sebagai debitur) dan warga (sebagai kreditur), kedua
pihak membuat kesepakatan mengenai jumlah uang yang
dibutuhkan dan jumlah gabah yang nantinya akan
dijadikan sebagai pembayaran. Dalam praktiknya ukuran
gabah yang dijadikan pembayaran adalah kwintalan,
sedangkan mengenai jumlah uang vyang diutang
sebagaimana kesepakatan kedua pihak, yaitu apabila
petani utang pada saat awal memulai garap sawah, maka
harga angkilan adalah Rp. 250.000, dan apabila petani
utang ditengah-tengah menggarap sawahnya atau sudah

mendekati panen, harga angkilan Rp 300.000. sehingga
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apabila petani utang Rp. 250.000 maupun Rp. 300.000
berdasarkan ketentuan yang ada, maka pada saat panen
petani harus membayar utangnya dengan 1 kwintal gabah,
dengan harga gabah pada saat itu.

Menurut hukum Islam, praktik angkilan yang ada di Desa
Sidoluhur sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad
utang piutang (Qard). Sehingga utang piutang uang yang
dibayar dengan gabah atau praktik angkilan
diperbolehkan dalam hukum Islam. Mengenai adanya
ketidakjelasan pada kualitas gabah yang dijadikan
pembayaran, yang dapat menyebabkan adanya kelebihan,
hal itu tidak masalah. Dengan alasan pada praktik
Angkilan, gabah dijadikan sebagai pembayaran tidak
sebagai syarat, melainkan gabah merupakan wujud dari
pengertian dari kata Angkilan itu sendiri, yaitu utang uang
dibayar dengan gabah. Sehingga praktik Angkilan yang
ada di Desa Sidoluhur merupakan praktik utang piutang
tanpa syarat, dan apabila terjadi perbedaan jumlah dalam
pembayaran utang piutang tersebut bukan kelebihan yang
disyaratkan dalam akad, melainkan sebagai wujud dari
praktik ini adalah saling tolong menolong dalam
memenuhi kebutuhan atas dasar saling ridla satu sama

lain.
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B. Saran

1. Bagi petani yang melakukan praktik angkilan, sebaiknya
lebih berhati-hati lagi dalam pengukuran gabah yang
dijadikan sebagai pembayaran, seperti dalam hal kualitas
gabah. Supaya keadilan tetap terjaga dan tidak
menimbulkan kerugian yang berarti pada salah satu pihak.
Karena pada dasarnya tujuan utama transaksi muamalah
adalah untuk kemaslahatan manusia.

2. Bagi kreditur maupun debitur di desa Sidoluhur yang
melakukan praktik ini, sebaiknya lebih memperhatikan
lagi mengenai harga yang disepakati, supaya Kketika
pembayaran utang tidak menimbulkan kerugian yang
berarti bagi salah satu pihak. Meskipun pada praktiknya
masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan,
namun akan lebih baik jika masing-masing saling
memperhatikan supaya tujuan utama dari praktik ini

terwujudkan.

C. PENUTUP

Puji  syukur Alhamdulillah senantiasa penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT. Serta Shalawat serta Salam
tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi kita Nabi
Muhammad SAW. Atas segala rahmat kasih sayang-Nya

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berbagai
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usaha yang harus dilewati, semoga skripsi ini bermanfaat dan
dapat memberi pelajaran bagi kita semua.

Penulis menyadari akan adanya kesalahan maupun
kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dan masih jauh dari
kata sempurna, namun penulis selalu berusaha semampu
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, kritik dan
saran sangat penulis butuhkan untuk perbaikan karya tulis
selanjutnya. Dan penulis mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu, mendoakan, dan
memberikan motivasi serta yang telah memberi ilmu

pengetahuan dalam penyelesaian skripsi ini.
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10.

Apa yang di maksud dengan Angkilan ?

Bagaimana pelaksanaan praktik Angkilan ?

Pernahkah melakukan praktik Angkilan?

Kapan praktik Angkilan mulai ada ?

Apa alasan melakukan praktik Angkilan ?

Mengapa pembayarannya dilakukan dengan gabah ?
Apakah ada syarat dalam perjanjian utang tersebut ?
Mengapa tidak melakukan utang di bank ?

Bagaimana jika gabah yang dijadikan pembayaran waktu
panen harganya naik/turun ? apakah tidak merasa
dirugikan ?

Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai hukum praktik

Angkilan jika dilihat dari hukum Islam?



Cara pembayaran utang dengan praktik Angkilan

Proses pembayaran Angkilan

Penimbangangan gabah yang dijadikan pembayaran utang



Pembayaran Angkilan antara Ibu Ngasinah dengan lbu Dami
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